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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penegakan Hukum,
dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Tax Evasion (Studi Empiris di KPP Madya
Surabaya)” bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak, penegakan
hukum, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap tax evasion di masa
pandemi Covid-19.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif
(pendekatan asosiatif) dengan data primer berupa kuesioner yang diperoleh dari
penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Badan di KPP Madya Surabaya. Teknik
pemilihan sampel menggunakan accidental sampling dengan sampel yang
diperoleh sebanyak 92 responden. Teknik analisis data dalam penelitian ini
menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan software SPSS versi 25
yang bertujuan untuk menguji pengaruh pengaruh pemeriksaan pajak, penegakan
hukum, dan sosialisasi perpajakan terhadap tax evasion secara parsial dan simultan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel
pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap tax evasion, penegakan hukum
berpengaruh negatif signifikan terhadap tax evasion, serta sosialisasi perpajakan
berpengaruh positif signifikan terhadap tax evasion. Sedangkan secara simultan
variabel pemeriksaan pajak, penegakan hukum, dan sosialisasi perpajakan
berpengaruh terhadap tax evasion.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka diharapkan bagi Wajib Pajak
Badan agar tetap memenuhi kewajiban membayar pajaknya di masa pandemi
Covid-19 dan menghindari tindakan tax evasion dalam menjalankan kewajiban
perpajakannya. Bagi KPP Madya Surabaya diharapkan agar tetap melakukan segala
kegiatan baik pemeriksaan pajak, penegakan hukum, dan sosialisasi perpajakan
dengan semaksimal mungkin dan sesuai dengan ketentuan umum perpajakan yang
berlaku di masa pandemi Covid-19 ini, agar dapat meminimalisir terjadinya celah
yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dalam meloloskan diri dari membayar
pajak yang berakibat terjadinya tindakan tax evasion serta berdampak pada tidak
tercapainya target realisasi penerimaan negara.

Kata kunci: Pemeriksaan Pajak, Penegakan Hukum, Sosialisasi Perpajakan, Tax
Evasion
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka membiayai seluruh kegiatan negara dibutuhkan
pemasukan yang besar bagi negara untuk memenuhi kebutuhan
pemerintahan. Pajak digunakan untuk mendanai pengeluaran umum dan
rutin negara.® Pajak berkontribusi besar terhadap pendapatan negara
sebesar 83,54% dari total pendapatan negara. Pajak merupakan
instrumen penting bagi suatu negara. Seiring berjalannya waktu pajak
menjadi harapan utama bagi penerimaan negara karena pajak telah
menjadi tulang punggung bagi keuangan negara.

Pada dasarnya pajak memiliki empat fungsi strategis bagi
kelangsungan roda pemerintahan.? Pertama, pajak sebagai fungsi
penerimaan (budgetair), pajak memiliki fungsi sebagai sumber
pendapatan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Kedua, pajak
memiliki fungsi mengatur (regulatior), pajak memiliki fungsi sebagai
alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan baik di bidang sosial
dan ekonomi. Ketiga, pajak memiliki fungsi redistribusi, pajak memiliki
fungsi untuk mencapai pemerataan dan keadilan di kalangan

masyarakat, seperti dapat terlihat dari adanya tingkatan tarif dalam

! Waluyo Andriani, P.J.A, Akuntansi Pajak (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 4.
2 Thomas Sumarsan, Perpajakan Indonesia: Edisi 3 (Jakarta: PT Indeks, 2013), 5.



pengenaan pajak. Keempat, pajak memiliki fungsi sebagai fungsi
demokrasi, pajak memiliki fungsi sebagai perwujudan dari sistem
gotong royong dapat berkaitan dengan taraf pelayanan yang diberikan
oleh pemerintah kepada warga yang berperan sebagai pembayar pajak.
Selain itu, pajak dapat berfungsi guna menata dan mendorong sektor
ekonomi dalam negeri agar dapat lebih berkembang dan produktif.

Kontribusi pajak terhadap pendapatan negara pun kian vital. Pajak
memiliki peran yang sangat penting bagi keuangan negara yaitu
digunakan untuk anggaran pendapatan dan belanja negara yang meliputi
pengeluaran-pengeluaran umum negara di setiap tahunnya. Pajak tidak
sekedar menjadi penerimaan untuk APBN. Selain itu pajak bukan
sekedar sebagai fungsi sebagai anggaran (budgeter), justru beberapa
tahun terakhir pajak memerankan fungsi regulasi yakni sebagai
stimulator kegiatan-kegiatan ekonomi seperti pemberian insentif pajak
bagi pelaku UMKM agar dapat lebih berkembang, sehingga akan
menggerakkan kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

Pajak merupakan pungutan rakyat yang diserahkan kepada
pemerintah berdasarkan ketentuan perpajakan yang bersifat memaksa
dengan tidak mendapat prestasi kembali dan dimanfaatkan untuk
mendanai pengeluaran rutin pemerintah.® Dengan hal ini, diharapkan

seluruh masyarakat yang sudah diatur oleh ketentuan undang-undang

3 Rochmat Soemitro, Perpajakan Teori Dan Teknik Pemungutan (Bandung: Graha
limu, 2016), 1.



perpajakan apabila telah memenuhi syarat sebagai tax payer (pembayar
pajak), maka diharuskan memenuhi kewajibannya dengan
perpajakannya yang dibuktikan dengan memiliki NPWP, maka
diharapkan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.* Berdasarkan
pengertian pajak terdapat ciri-ciri yang melekat yaitu Pajak dibayarkan
berdasarkan ketentuan perpajakan serta aturan pelaksanaannya; tidak
mendapatkan prestasi kembali; Pajak dipergunakan untuk menutupi
pengeluaran rutin pemerintahan; Pajak merupakan pungutan yang dapat
dipaksakan; Pajak mempunyai fungsi anggaran dan mengatur.®

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak dibutuhkan sistem
pemungutan pajak yang mudah dan efektif sehingga dalam pemenuhan
kewajiban perpajakan dapat mempermudah wajib pajak. Hal tersebut
dilakukan untuk menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu
negara. Saat ini Self Assessment System telah diterapkan di Indonesia.
Akan tetapi, kecenderungan Wajib Pajak dalam melakukan tindakan
penghindaran maupun penggelapan pajak lebih banyak terjadi
diakibatkan oleh Self Assesment System yang diterapkan.®

Dalam Self Assesment System, wajib pajak diharapkan dapat ikut

berkontribusi aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya baik

4 Vygoma Geatara Fhyel, “Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan,
Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, Dan
Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak” (2018).

® Sukrisno Agoes, Akuntansi Perpajakan (Jakarta: Salemba Empat, 2010).

6 Oktaviany Saktiany, Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak
Terhadap Penggelapan Pajak Dan Implikasinya Pada Kepatuhan Wajib Pajak.
(Yogyakarta, 2018).



dimulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung,
menyetor, dan melaporkan beban pajak yang terutang berdasarkan
ketentuan berlaku. Dengan menerapkan prinsip Self Assessment System
tersebut wajib pajak diberikan kepercayaan secara penuh oleh
pemerintah untuk melakukan keharusan dalam hal membayar
perpajakan atas dasar kesadaran, sukarela, rasa tanggung jawab, serta
keikhlasan. Sementara peran dari aparatur perpajakan adalah untuk
membina, membimbing, dan mengawasi proses implementasi
perpajakan. Maka dari itu, Self Assessment System dapat berjalan
dengan efektif dan lancar jika didukung dengan wajib pajak memiliki
tingkat kesadaran pajak secara tulus, ikhlas, dan sukarela tinggi.’
Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak,
akan dapat mengoptimalkan penerimaan negara. Namun realita yang
ada hingga kini masih belum dapat memenuhi harapan.

Data di lapangan membuktikan bahwa sampai dengan saat ini
penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak masih kurang optimal
atau belum mencapai target penerimaan Hal tersebut terangkum dalam
tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun Target Realisasi Persentase
Penerimaan Penerimaan Penerimaan
Pajak Pajak Pajak
2015 1.489,3 1.240,4 83,3%

7 Ibid,.



2016 1.539,2 1.285,0 83,5%
2017 1.472,7 1.343,5 91,2%
2018 1.618,1 1.518,8 93,9%
2019 1.786,4 1.546,1 86,6%
2020 1.198,8 1.070,0 89,3%

Sumber : Kementrian Keuangan Republik Indonesia (2021)

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan jika penerimaan pemerintah
yang bersumber dari sektor pajak masih belum optimal. Dapat terlihat
dari presentase penerimaan pajak bahwa dari 6 (enam) tahun terakhir
penerimaan pajak belum pernah mencapai 100%. Seiring berjalannya
waktu, dari tahun ke tahun penerimaan pajak mengalami fluktuatif. Hal
ini dapat terlihat dari realisasi penerimaan pajak pada tahun 2015
(83,3%), 2016 (83,5%), 2017 (91,2), 2018 (93,9%), 2019 (86,6%),
2020 (89,3%).8Mengingat kembali bahwa pajak sangat penting bagi
penerimaan pemerintah, sudah sepatutnya wajib pajak melaksanakan
kewajibannya dalam membayarkan pajaknya berdasarkan dengan
ketetapan perpajakan yang ada.’ Data diatas mengindikasikan jika
terdapat beberapa kemungkinan yang membuat penerimaan pajak tidak
optimal. Satu diantara lainnya adalah banyak dari wajib pajak yang
belum memenuhi keharusan dalam perpajakannya untuk membayar

pajak kepada negara.

8 Kementerian Keuangan, “Ringkasan Alokasi Dan Realisasi APBN Tahun 2016-
2019,” Kementerian Keuangan Republik Indonesia, last modified 2019, accessed
October 2, 2020, http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1030, .

% Raden Devri Ardian and Dudi Pratomo, “Pengaruh Sistem Perpajakan Dan

Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Oleh Wajib Pajak
Badan,” e-Proceeding of Management 2, no. 3 (2015): 3169-3178.



Berikut disajikan tabel jumlah Wajib Pajak Badan yang melaporkan
SPT Tahunan PPh Badan tidak tepat waktu dan tidak mengajukan
permohonan penundaan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan periode
2016 hingga 2020 di Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya.

Tabel 1.2

Pelaporan SPT tidak tepat waktu di KPP Madya Surabaya

Tahun Jumlah Wajib Pajak % Peningkatan/Penurunan
2016 174
2017 73 42%
2018 101 61,70%
2019 48 47,53%
2020 116 41,60%

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, 2021

Sesuai data yang disajikan dalam tabel di atas, menunjukkan bahwa
setiap tahun jumlah WP badan yang tidak melaporkan SPT tahunan PPh
badan secara tepat waktu mengalami kenaikan dan penurunan. Pada
tahun 2016 WP badan yang melaporan Surat Pemberitahuan Tahunan
PPh Badan tidak tepat sebanyak 174 orang, tahun 2017 mengalami
penurunan sebesar 138,30%, tahun 2018 mengalami peningkatan
sebesar 27,70%, tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 110,40%,
dan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 58,62%. Pada dua tahun
terakhir tepatnya periode 2019-2020 mengalami kenaikan tertinggi
dibandingkan pada periode tahun 2018 sebesar 58,62% atau sebanyak
58 WP. Hal ini diakibatkan karena beberapa hal seperti pada tahun 2020

terjadi pandemi Covid-19 yang secara cepat menyebar ke seluruh dunia



sehingga berdampak negatif pada berbagai macam sektor seperti
perekonomian, transportasi, pariwisata , perdagangan, kesehatan, serta
beberapa sektor lainnya. Berbagai kebijakan dikeluarkan oleh
pemerintah guna untuk mencegah penyebaran Covid-19 salah satunya
diterapkan PSBB (Pembebasan sosial berskala besar). Dengan adanya
kebijakan tersebut membuat kegiatan perekonomian terhambat dan
memberi tekanan pada pertumbuhan ekonomi. Indonesia.
Terhambatnya perekonomian negara berakibat meningkatnya
jumlah pengangguran, nilai tukar rupiah merosot tajam terhadap mata
uang asing, penurunan kemampuan daya beli masyarakat, investasi
berkurang, dan pertumbuhan perekonomian semakin menurun.
Penurunan pertumbuhan ekonomi negara akan mempengaruhi
penerimaan negara yang bersumber dari sektor perpajakan karena hal
tersebut berhubungan dimana dengan adanya pandemi Covid-19 akan
mengakibatkan terjadinya pengurangan aktivitas ekonomi dari sisi
produsen, serta dari sisi masyarakat terjadi penurunan daya beli. Jika
hal ini berlangsung secara terus-menerus, maka akan menyebabkan
penghasilan masyarakat menjadi menurun, perusahaan yang terdampak
akan mengalami penurunan penerimaan pada pajak penghasilan, serta
terjadi penurunan Pajak Pertambahan Nilai karena disebabkan oleh
berkurangnya konsumsi transaksi perdagangan barang dan jasa di
kalangan masyarakat. Hal tersebut yang menjadi faktor terbesar

terjadinya peningkatan kasus Wajib Pajak badan yang tidak melaporan



SPT PPh Badan tidak tepat waktu dan tidak mengajukan permohonan
penundaan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan di KPP Madya
Surabaya pada periode 2020.

Pada umumnya Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban
perpajakannya karena pada saat ini pandemi Covid-19 masih melanda
Indonesia, sehingga Wajib Pajak merasa keberadaan pajak
memberatkan, memaksa, serta terdapat kesulitan dalam melakukan
pembayaran sehingga Wajib Pajak cenderung merasa terbebani dan
tidak melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal tersebut
membuat Wajib Pajak ingin melapor dan menyetorkan pajak
terutangnya dengan nominal serendah mungkin, karena mengingat saat
ini baik dari perusahaan maupun konsumen mengalami pengurangan
aktivitas ekonominya. Sehingga Wajib Pajak akan berupaya
semaksimal mungkin untuk memperkecil pajaknya yang terutang.
Beragam usaha akan dilakukan wajib pajak baik melalui cara-cara yang
diperbolehkan maupun melalui usaha-usaha yang melanggar ketentuan
perpajakan yang berlaku. Upaya pengurangan beban pajak secara legal
disebut juga dengan penghindaran pajak. Dimana penghindaran pajak
ini secara hukum dilarang tidak dilarang sebab lebih mengarah kepada
memanfaatkan celah yang ada di ketentuan perpajakan negara. Namun,
realita yang ada tindakan penghindaran pajak tidak bisa dilakukan oleh
semua wajib pajak, sebab wajib pajak tidak mungkin bisa meloloskan

diri dari kewajiban perpajakannya.



Apabila penghindaran pajak ini tidak dapat dilakukan kembali maka
wajib pajak berkemungkinan untuk mengganti dengan cara lain yang
lebih ekstrem, diantaranya dengan melakukan tax evasion. Tax Evasion
pajak dapat disebut juga dengan penggelapan pajak yang mana
diartikan sebagai suatu upaya Wajib Pajak dalam hal pengurangan
beban pajak untuk menghindari diri akan kewajiban perpajakannya
yang melanggar ketentuan undang-undang perpajakan.® Bentuk dari
tindakan tax evasion meliputi meminimalkan, menghapuskan,
memanipulasi data pajak yang terutang, serta tidak melaporkan SPT,
sehingga hal itu akan meloloskan diri dalam pembayaran pajak seperti
yang telah diatur menurut ketentuan perpajakan yang berlaku.!* Salah
satu bentuk dari tax evasion yang seringkali dilakukan secara ilegal
yaitu dengan cara memanipulasi SPT dan menyembunyikan pajak
terutang yang sebenarnya terjadi.?

Tax Evasion yang biasa dilakukan perusahaan yaitu dengan
membuat SPT yang tidak sesuai, membuat faktur palsu, memungut
PPN namun tidak disetorkan, membuat laporan keuangan palsu, tidak
melaporkan SPT dan lain sebagainya. * Wajib Pajak melakukan

tindakan tax evasion disebabkan karena merasa terdapat celah,

10 1bid., Ibid.

1 siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal (Yogyakarta:
Graha llmu, 2013), 147.

12 gari Diana, Konsep Dasar Perpajakan (Bandung: Refika Aditama, 2013), 54.

13 Purwanto, Teti Sulaeha, and Hasna Safira, “Pengaruh Self Assessment System Dan
Pemeriksaan Pajak Terhadap Tax Evasion (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang),” Ekspansi 10, no. 2 (2018): 139-146.



kesempatan, dan tekanan dari pihak lain yang membuat ia melakukan
hal tersebut. Celah dan kesempatan ini dapat timbul karena disebabkan
oleh beberapa aspek ketika pemeriksaan pajak mengalami kelonggaran,
penegakan hukum yang tidak dapat maksimal, terhambatnya kegiatan
sosialisasi perpajakan serta pengawasan perpajakan yang dilakukan
secara virtual oleh Dirjen Pajak mengingat bahwa situasi dan kondisi
saat ini yang masih belum memungkinkan untuk melakukan semua
kegiatan secara langsung. Sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan
olen mafia pajak dalam melakukan aksi ilegalnya karena merasa
mempunyai kesempatan yang besar.

Penegakan hukum yang dinilai kurang dapat menjadi salah satu
pendorong seseorang untuk melakukan tindakan tax evasion, dimana
seseorang akan merasa jika mereka melakukan tindakan tersebut tidak
akan diketahuli, dan jika nanti dikemudian hari akan terdeteksi, mereka
berani jika akan mendapatkan segala risiko yang akan terjadi karena
mereka menganggap besar kemungkinan hukuman yang didapatkannya
tergolong ringan. Penyebab lainnya Wajib Pajak melakukan tax evasion
karena masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui sepenuhnya
mengenai regulasi atau kebijakan perpajakan terbaru yang ditetapkan
oleh pemerintah, kadangkala masih sering terjadi salah persepsi dalam
menginterpretasikan peraturan yang ada. Sehingga hal tersebut yang
menghambat bagi Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban

perpajakannya. Meskipun pada dasarnya penggelapan pajak dan



penghindaran pajak memiliki kesamaan tujuan, yaitu guna untuk
meminimalkan beban pajak terutang, tetapi yang membedakannya yaitu
upaya pengurangan beban pajak pada tax evasion termasuk tindakan
ilegal yang menentang dan melanggar ketentuan umum perpajakan.
Model awal korupsi yang seringkali dilakukan dalam bidang
perpajakan ialah perundingan antara wajib pajak dan otoritas pajak, dan
apa yang seharusnya ada di kas negara disalahgunakan demi
keuntungan pribadi. Dengan begitu dapat terlihat bahwa munculnya
sejumlah praktik tindakan tax evasion yang melibatkan beberapa
otoritas pajak. Tax evasion pada praktiknya kadang kala tidak
sepenuhnya kesalahan Wajib Pajak semata, namun peran otoritas pajak
sangat dibutuhkan untuk membantu dalam melaksanakan praktik tax
evasion. Berikut disajikan kasus-kasus tax evasion terbaru di Indonesia

sebagai berikut:



Tabel 1.3

Skandal Kasus Tax Evasion dan Mafia Pajak Di Indonesia

No. | Tersangka Tuduhan KPP/ Sanksi Bagi
Kasus Tax Kasus Perusahaan | Fiskus/ Wajib
Evasion Kecurangan yang Pajak
(Tahun) Terlibat

1. | Ronald Tidak PT Hukuman pidana
Ferdinand menyeteorkan | Ramando penjara 2 tahun
(2020)*4 PPN yang telah | Putra dan denda 3

dipungut. Pratama miliar
(RPP)
Surabaya

2. | Teguh Menerbitkan PT Budi | Hukuman pidana
Setiabudi faktur  namun | Karya penjara 2 tahun
(2020)*° tidak  sesuai | Mandiri dan denda 3

dengan jumlah | (BKM) miliar
yang Surabaya
sebenarnya.

3. | PT Gemilang | Menyampaikan | PT Hukuman denda
Sukses SPT Masa PPN | Gemilang bagi WP Badan
Garmindo yang tidak | Sukses paling sedikitt 2
(2020)1e berdasarkan Garmindo kali dan paling

transaksi banyak 6 kali
sebenarnya dari jumlah

14 Sahrial, “Kasus Perpajakan, Direktur PT Jambi Jaya Makmur Ditahan Jaksa Kejati,” Metro
Jambi, last modified 2020, accessed February 4, 2021,
https://metrojambi.com/read/2019/01/24/39645/kasus-%09perpajakan-direktur-pt-jambi-jaya-
makmur-ditahan-jaksa-kejati, .

5 1bid.,

®Imam Yusuf Santoso, “Palsukan Faktur Pajak, PT Gemilang Sukses Garmindo Rugikan Negara
Hingga Rp 9 Miliar,” Nasional Kontan, last modified 2020, accessed November 20, 2020,
https://nasional.kontan.co.id/news/palsukan-faktur-pajak-pt-gemilang-sukses-garmindo-rugikan-
negara-hingga-rp-9-miliar.



beban pajak yang

tertera dalam

dipungutnya.

faktur pajak.

4. | DAS (2020)! | Penerbitan PT LSE | Hukuman pidana
faktur pajak | (Majalaya) | penjara 3 tahun 6
fiktif bulan dan denda

Rp 196 miliar,
subsidair 6 bulan
kurungan.

5. | AAP (2020)*# | Penerbitan PT SPJ S | Membayar denda
faktur pajak | (Sumedang) | sebesar Rp 196
fiktif miliar dan

hukuman pidana
penjara 3 tahun
dengan subsidair
3 bulan
kurungan.

6. | Andi Widyo | Tidak CV Sarana | Hukuman pidana

Muhtarom menyetorkan Perkasa penjara 1 tahun 8
(2020)%° PPN yang bulan

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2021

Data diatas menunjukkan berbagai macam kasus tax evasion yang

dilakukan dengan berbagai macam

modus. Daftar

kasus tersebut

17 Rahmat Saepulloh, “Gara-Gara 4 Tersangka Ini, Negara Rugi Rp98 M,” Warta Ekonomi, last
modified 2019, accessed November 20, 2020, https://www.wartaekonomi.co.id/read257274/gara-
gara-4-tersangka-ini-%09negara-rugi-rp98-m/0.
18 Yadi, “Kanwil Perpajakan Dan Polda Jabar Bobgkar Kasus Pajak Fiktif,” PatroliCyber, last
modified 2020, accessed November 20, 2020, https://www.patrolicyber.com/2019/11/18/kanwil-
perpajakan-dan-polda-jabar-bongkar-kasus-pajak-fiktif.
19 Saut Simanjuntak, “PN Semarang Vonis 20 Bulan Penjara Pelaku Penggelapan Pajak,”

UpRadio, last modified 2020, accessed November 20, 2020, https://www.upradio.id/pn-semarang-
vonis-20-bulan-penjara-pelaku-penggelapan-pajak/.




memberikan gambaran kepada kita semua bahwa masih maraknya praktik
tax evasion di negeri ini. Pajak dihindari secara tidak legal dalam tax
evasion. Sebagai contoh seperti memanipulasi dokumen, dan mengisi data
yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, hal itu guna untuk
menghindari kewajiban perpajakannya sehingga fiskus tidak dapat
menerbitkan ketetapan pajak yang melekat pada dirinya secara benar. Lebih
parah lagi, tax evasion dapat berupa praktik dimana Wajib Pajak sama sekali
tidak melaporkan dan membayarkan kewajiban perpajakannya yang akan
memberikan dampak pada penerimaan pajak. Skandal tax evasion dalam
bidang perpajakan yang terjadi di Indonesia baik dalam institusi maupun
individu, hal tersebut diakibatkan karena kegagalan etis, dimana setiap
orang dalam suatu organisasi atau individu (dalam posisi apapun) akan
selalu menghadapi masalah, sehingga seseorang harus membuat keputusan
yang etis.?®

Kasus-kasus kejahatan dalam bidang perpajakan seperti tax evasion
tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan di negara berkembang lainnya juga
mengalami hal yang serupa. 2! Menurut pendekatan ekonomi klasik
mengatakan bahwa pemeriksaan pajak, sanksi dan denda yang berat
merupakan taktik yang efektif untuk memerangi kejahatan pajak.

(Allingham & Sandmo, 1972; Srinivasan, 1973). Peran Wajib Pajak

20 Desjardins Hartman, Laura P, “Business Ethics: Decision Making for Personal Integrity
and Social Responsibility,” (New York, 2008).

21 Diska Rahmania, Pengaruh Penerapan Self Assessment System Dan Pemeriksaan
Pajak Terhadap Tindakan Tax Evasion (Tangerang, 2016).



bertindak sebagai aktor rasional yang membuat keputusan ketika ia
melakukan tax evasion berdasarkan tingkat risiko yang dihadapinya.
Artinya, ketika jelas risikonya rendah, maka akan cenderung untuk
melakukan tindakan tax evasion.

Berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam
menanggulangi tindakan tax evasion salah satunya dengan melaksanakan
pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak ini bertujuan untuk menguji
kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak,
serta dilakukan secara secara objektif dan profesional dalam membayar
pajak.?? Oleh karena itu, Jika pemeriksaan pajak telah dilaksanakan dengan
baik yang sesuai dengan ketentuan perpajakan, berarti terdapat kesadaran
dari wajib pajak. Jika Wajib Pajak telah menyadari kewajibannya akan
perpajakannya maka akan otomatis patuh akan perundang-undangan yang
berlaku dan akan melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga dengan
begitu pemeriksaan pajak dapat mencegah dan mengurangi terjadinya
tindak tax evasion di Indonesia. Sehingga, jika WP telah melaksanakan
dengan baik, maka tingkat tax evasion akan menurun.

Namun, saat ini situasi dan kondisi selama pandemi Covid-19
menyebabkan kegiatan pemeriksaan mengalami hambatan dan rintangan,
sehingga tidak dapat dijalankan dengan maksimal. Ditambah lagi dengan

kebijakan dan peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah melalui Perpu

22 Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009
Pasal 1 ayat 25 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan,” Kementerian
Sekretariat Negara, 2009.



No. 1/2020, Surat Edaran Nomor SE-13/PJ/2020, dan Surat Edaran Nomor

SE-22/PJ/2020 telah mengatur beberapa kebijakan atau petunjuk

pelaksanaan sehubungan dengan proses pemeriksaan pajak selama periode

pandemi Covid-19. Kebijakan-kebijaakn yang telah dikeluarkan pemerintah

telah dilakukan di seluruh KPP baik pratama maupun madya termasuk di

KPP Madya Surabaya. Berikut kebijakan yang telah diatur dalam SE-

13/PJ/2020 seperti :

1

2.

. Tidak ada Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) baru yang diterbitkan;
SP2 yang sudah terbit dan belum disampaikan, ditunda penyampaiannya,
kecuali SP2 atas SPT Lebih Bayar;

. SP2 yang sudah terbit dan sudah disampaikan, tetap dilanjutkan sesuai
prosedur yang berlaku;

. Komunikasi, peminjaman dokumen, pemanggilan WP, agar dilakukan
tanpa kontak fisik, namun dilakukan melalui email, telepon, chat, dan
saluran online lainnya;

. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), tanggapan, undangan,
dan dokumen terkait disampaikan kepada Wajib Pajak melalui faksimili
atau saluran online lainnya;

. Closing conference diupayakan melalui video conference, untuk
pemeriksaan yang jatuh tempo (terutama pemeriksaan SPT Lebih

Bayar);



7. Berita Acara (BA) dapat ditandatangani melalui surat menyurat atau
masing-masing pihak membuat surat pernyataan persetujuan atau
penolakan.

Beberapa prosedur terkait pemeriksaan dalam masa pandemi
COVID-19 telah diatur dalam Perpu No.1/2020, SE-13/PJ/2020, dan SE-
22/PJ/2020. Namun, terdapat tahapan atau prosedur pemenuhan hak wajib
pajak terkait pemeriksaan yang perlu diatur lebih lanjut karena pada
praktiknya wajib pajak menemukan kendala apabila harus menerapkan
ketentuan yang berlaku. Seperti Pertama, terkait dengan tata cara
penyampaian permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian
tanggapan SPHP. Berdasarkan Pasal 42 PMK-17/PMK.03/2013 s.t.d.t.d.
PMK-184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Wajib Pajak
berhak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian
tanggapan SPHP yang disampaikan secara langsung atau melalui faksimili.
Hal ini tentu menimbulkan kendala bagi wajib pajak yang tidak bisa
menyampaikan secara langsung dan tidak memiliki mesin faksimili terlebih
setelah diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 sejak 31

Maret 2020.

Kedua, terkait dengan tata cara penyampaian pengungkapan
ketidakbenaran. Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU KUP, wajib pajak berhak
menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran terhadap pengisian SPT

sebelum SKP diterbitkan. Sesuai ketentuan yang berlaku surat



pengungkapan harus disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak
(KPP). Hal ini tentu menimbulkan kendala bagi wajib pajak karena
pelayanan secara langsung di KPP Madya Surabaya ditiadakan selama masa

pencegahan penyebaran COVID-19.

Ketiga, terkait dengan tata cara penyampaian permohonan untuk
dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan (QA)
beserta pembahasannya. Berdasarkan Pasal 13 huruf g dan Pasal 47 PMK-
17/PMK.03/2013 s.t.d.t.d. PMK-184/PMK.03/2015, wajib pajak berhak
mengajukan permohonan pembahasan QA yang disampaikan secara
langsung atau melalui faksimili. Hal ini tentu menimbulkan kendala seperti
penyampaian permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian
tanggapan SPHP. Kemudian, berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 51 PMK-
17/PMK.03/2013 s.t.d.t.d. PMK-184/PMK.03/2015, Tim QA dengan wajib
pajak melaksanakan pembahasan QA. Pada praktiknya, pembahasan QA
dilakukan secara langsung di KPP. Hal ini tentu menimbulkan kendala
karena adanya kebijakan work from home (WFH) yang diberlakukan bagi

pegawai DJP dan bagi pegawai Wajib Pajak ataupun kuasa Wajib Pajak.

Dengan adanya kebijakan diatas membuat kegiatan pemeriksaan
pajak mengalami hambatan dan rintangan karena dilakukan secara virtual
(online), sehingga hal tersebut dapat memperlebar celah dan kesempatan
yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk melakukan tindakan tax

gvasion.



Selain pemeriksaan pajak, dibutuhkan penegakan hukum yang adil
dan transparan. Penegakan Hukum dikatakan sebagai proses pencapaian
keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Peran pemerintah sangat
dibutuhkan ketika hendak bertindak sebagai pencegah para penjahat dan
penghindar pajak agar Wajib Pajak menghindari tindakan tax evasion untuk
tujuan apapun, sehingga diharapkan Wajib Pajak memiliki kepedulian
penuh mengingat pentingnya pajak yang tanpa diikuti tax evasion. Dengan
kata lain, semakin tinggi tingkat penegakan hukum pajak (law enforcement),
semakin rendah praktik tax evasion. Sebaliknya, semakin rendah lembaga
penegak hukum (law enforcement), semakin tinggi praktik tax evasion yang

terjadi.

Berpijak pada hal tersebut, penegakan hukum pun ikut terdampak di
masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan proses penegakan tidak
berjalan dengan semestinya. Oleh sebab itu, saat ini dibutuhkan penegakan
hukum pajak dalam rangka untuk memperluas basis pajak. Strategi yang
bisa dilakukan untuk memperluas basis pajak adalah dengan penerapan
norma hukum pajak secara tepat sasaran. Ada beberapa langkah yang bisa
dilakukan,yaitu: Pemberian Insentif PPh. Norma hukum pajak terkait
dengan pemberian Insentif PPh yang telah diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Pasal 2 Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang
Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. Wajib
pajak diberikan beberapa insentif terkait dengan kewajiban perpajakannya.

Jika norma hukum pajak dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan



Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 diatas benar-benar diterapkan
secara konsisten, maka norma tersebut benar-benar akan bisa memperluas
basis pajak. Namun yang perlu menjadi catatan adalah, norma hukum pajak
dalam Pasal 2 peraturan Menteri Keuangan tersebut harus dijalankan secara
konsisten. Konsistensi penegakan hukum pajak merupakan cara agar
ketentuan hukum perpajakan benar-benar ditaati oleh wajib pajak. Dengan
adanya konsistensi dalam penegakan hukum pajak, khususnya terkait
dengan pemberian Insentif PPh, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin
meningkat. Jika kepatuhan wajib pajak semakin tinggi maka hal tersebut
dapat mengurangi tingkat tax evasion. Sebaliknya, bukan tidak mungkin
jika kepatuhan wajib pajak semakin rendah, hal ini akan berpengaruh

terhadap meningkatnya tax evasion.

Strategi kedua yaitu dengan pemberian relaksasi administrasi bagi
Wajib Pajak yang terdampak pamdemi Covid-19. Norma hukum yang
menjadi landasan pemberian relaksasi administrasi pajak sebenarnya juga
sudah tertuang di Surat Edaran Nomor SE-13/PJ/2020 Tentang Panduan
Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini juga telah dijalankan di KPP
Madya Surabaya. Pemberian relaksasi administrasi pajak sebenarnya adalah
semangat dasar dari pemberlakukan hukum pajak. Dengan kata lain,
pemberian relaksasi administrasi pajak sebenarnya bukan hanya
dikhususkan pada masa pandemi Covid-19, tetapi juga dalam setiap waktu

dan keadaan agar supaya administrasi pajak seperti sanksi keterlambatan



pembayaran, penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi, ketentuan
batasan waktu permohonan upaya hukum, ketentuan-ketentuan terhadap
peserta amnesti pajak, dan lain sebagainya, tidak dianggap membebani
wajib pajak. Namun tidak semua Wajib Pajak dapat memanfaatkan relaksasi
pajak dengan sebagaimana mestinya, justru masih terdapat Wajib Pajak
yang mengambil kesempatan dengan adanya hal tersebut dengan melakukan
penghindaran pajak maupun penggelapan pajak untuk menghindarkan diri

dari kewajiban perpajakannya.

Upaya lainnya yang dapat dilakukan yaitu dengan digalakkan
sosialisasi perpajakan secara berkala dan menyeluruh. Sosialisasi
perpajakan diartikan sebagai upaya Dirjen Pajak guna membekali
masyarakat khususnya wajib pajak dengan pengetahuan untuk mengetahui
dengan benar dari segi aturan dan tata cara perpajakannya. Sosialisasi pajak
memegang peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan
kepatuhan Wajib Pajak. Kurangnya sosialisasi perpajakan mempengaruhi
pemahaman masyarakat tentang pajak dan mengurangi kesadaran
masyarakat akan pelaporan dan pembayaran pajak, yang dapat berujung
pada kepatuhan Wajib Pajak. Penerimaan pajak yang tidak optimal karena
kesadaran pajak yang rendah.

Sosialisasi perpajakan yang menyeluruh diharapkan para Wajib
Pajak mempunyai pemahaman yang baik terkait dengan perpajakan seperti
undang-undang dan prosedur perpajakan, serta memahami tindakan-

tindakan yang diperbolehkan maupun dilarang dalam perpajakan. Dengan



begitu Wajib Pajak akan patuh melaksanakan kewajiban dalam membayar
pajak dan tidak melakukan tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang
Perpajakan seperti tax evasion. Dibutuhkan sosialiasasi perpajakan yang
masif dan menyeluruh kepada semua Wajib Pajak, karena tidak semua
Wajib Pajak telah memahami sepenuhnya terkait dengan perpajakan. Hal
tersebutlah yang menjadi pemicu bagi Wajib Pajak untuk bertindak
melanggar Ketentuan Perpajakan. Namun, saat ini dalam upaya pencegahan
Covid-19, pemerintah beberapa kali mengeluarkan kebijakan seperti PSBB
dan PPKM yang menyebabkan kegiatan sosialisasi perpajakan yang
biasanya dilakukan secara langsung oleh KPP Madya Surabaya untuk
sementara waktu ditiadakan dan akan mulai dilakukan percobaan kegiatan
sosialiasi pajak secara virtual. Namun, dengan diadakan secara online bukan
berarti tanpa kendala, terdapat sejumlah tantangan antara lain masih
diperlukan pemahaman yang baik terkait dengan perubahan struktur
ekonomi dan perkembangan transaksi secara elektronik, sehingga perlu
dibutuhkan dukungan baik dari pelaku dunia usaha maupun lainnya untuk
meningkatkan daya saing dan kualitas SDM, basis pajak dan compliance.
Penelitian sebelumnya yang terkait dengan pemeriksaan pajak telah
beberapa kali dilakukan. Salah satunya ialah penelitian yang dilakukan oleh
Raden Devri & Dudi Pratomo (2015).% la melakukan penelitian mengenai

pengaruh sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap penggelapan

2 Ardian and Pratomo, “Pengaruh Sistem Perpajakan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap
Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Oleh Wajib Pajak Badan.” ,” e-Proceeding of Management 2, no.
3(2015): 3169-3178.



pajak (tax evasion) oleh wajib pajak badan. Dari hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial kedua variabel independen
berpengaruh secara signifikan terhadap tax evasion. Demikian juga dengan
penelitian Sri Ayem & Listiani (2019), menunjukkan bahwa sosialisasi
pajak, penegakan hukum, dan denda pajak secara simultan berpengaruh
terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak.?* Hal ini
berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Mira et al.
(2016) yang menunjukkan hasil yang berbeda yaitu bahwa pemeriksaan
pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tax evasion.?
Berdasarkan paparan diatas, penulis ingin mendalami topik tentang
pemeriksaan pajak, penegakan hukum, sosialisasi perpajakan, dan tax
evasion yang terjadi di masa pandemi Covid-19. Karena mengingat
penerimaan pajak sangat krusial bagi jalannya pemerintahan ditambah lagi
dengan situasi dan kondisi saat ini yang belum dapat dikatakan normal.
Sehingga dibutuhkan peran seluruh masyarakat baik Wajib Pajak dan
Otoritas Pajak untuk saling bekerja sama dan saling mendukung terkait
dengan kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah guna untuk
memulihkan perekonomian, perpajakan, kesehatan dan lain sebagainya.
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penelitian Sri Ayem & Listiani

(2019). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pemeriksaan pajak,

24 Sri Ayem and Listiani Listiani, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum (Law

Enforcement) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan

Pajak (Tax Evasion),” Jurnal Riset Akuntansi Terpadu 12, no. 1 (2019).

% Mira and Ansyarif Khalid, “Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan
Terhadap Tax Evasion Dengan Moralitas Pajak Sebagai Variabel Moderat Pada KPP

Pratama Makassar Utara,” Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Il, no. 1 (2016): 89-107.



penegakan hukum, dan sosialisasi perpajakan sebagai variabel independen,
serta penulis melakukan penelitian di KPP Madya Surabaya sedangkan
penelitian sebelumnya dilakukan di KPP Pratama Sleman. Peneliti memilih
KPP Madya Surabaya karena di KPP tersebut terdapat jumlah Wajib Pajak
Badan terbanyak dan terbesar di Surabaya.

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap agar dapat
memberikan gambaran terkait dengan perpajakan khususnya pemeriksaan
pajak, penegakan hukum, sosialisasi pajak serta tindakan tax evasion yang
kemungkinan terjadi di masa pandemi Covid-19, sehingga hal tersebut
dapat berguna dan bermanfaat bagi semua orang termasuk wajib pajak,
fiskus, maupun pihak-pihak terkait. Untuk itu peneliti memilih penelitian
yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penegakan Hukum,

Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion”.

. Rumusan Masalah

=

Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tax evasion?

2. Apakah penegakan hukum berpengaruh terhadap Tax evasion?

3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap Tax evasion?

4. Apakah pemeriksaan pajak, penegakan hukum, dan sosialisasi

perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap tax evasion?



C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah, Penelitian ini bertujuan Untuk :
1. Mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tax evasion;
2. Mengetahui pengaruh penegakan hukum berpengaruh terhadap tax
evasion;
3. Mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap tax
evasion;
4. Mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak, penegakan hukum, dan
sosialisasi perpajakan berpengaruhsecara simultan terhadap tax evasion;
D. Kegunaan Penelitian
Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, adapun kegunaan
yang diharapkan oleh penulis, antara lain:
1. Kontribusi Teoritis
a. Bagi Peneliti
1. Memberikan gambaran dan pandangan terkait dengan
kegiatan pemeriksaan pajak, penegakan hukum, sosialisasi
perpajakan terhadap tax evasion di tengah pandemi Covid-
19.
2. Peneliti menyadari betapa pentingnya membayar pajak,
sehingga walaupun kegiatan pemeriksaan pajak, penegakan
hukum, dan sosialisasi perpajakan dilakukan secara online,

namun diharapkan hal tersebut tidak mengurangi tingkat



kepatuhan Wajib Pajak, sehingga agar tidak berdampak
pada kenaikan tingkat tax evasion.
b. Bagi Universitas
Peneliti mengharapkan agar dapat digunakan sebagai
masukan, tambahan informasi, bahan literatur karya tulis ilmiah
yang berkaitan dengan perpajakan di masa pandemi Covid-19.
Serta diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih
kepada pihak-pihak terkait dalam hal memenuhi kewajiban
perpajakan, dapat berpartisipasi penuh dalam membantu
pembangunan negara termasuk peningkatan di lingkup
universitas dengan tetap mengikuti dan mentaati kebijakan
apapun yeng dikeluarkan pemerinta di masa pandemi Covid-19.
2. Kontribusi Praktis
a. Bagi KPP
Penulis mengharapkan agar KPP Madya Surabaya dapat
tetap melakukan baik kegiatan pemeriksaan pajak, penegakan
hukum, dan sosialisasi pajak dengan semaksimal dan sesuai
dengan ketentuan perpajakan yang berlaku selama pandemi
Covid-19.
b. Bagi Wajib Pajak
Penulis mengharapkan agar memberikan kesadaran kepada
setiap warga negara Indonesia khususnya Wajib Pajak yang

terdaftar di KPP Madya Surabaya untuk tetap mengikuti



pemeriksaan pajak, penegakan hukum, dan sosialisasi pajak
dengan baik dan sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan
pemerintah selama pandemi Covid-19, serta tidak berusaha
memanfaatkan celah yang ada guna untuk melakukan tindakan

tax evasion.
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KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Akuntansi Keperilakuan

Lubis, (2017:20) mendefinisikan akuntansi keperilakuan sebagai
subdisiplin ilmu akuntansi yang melibatkan beberapa aspek
keperilakuan manusia yang berkaitan dengan sistem akuntansi dalam
kegiatan pengambilan sebuah keputusan ekonomi. Perkembangan yang
pesat dalam akuntansi keperilakuan lebih disebabkan karena akuntansi
secara simultan dihadapkan dengan ilmu-ilmu sosial yang secara
menyeluruh, seperti bagaimana perilaku manusia mempengaruhi data
akuntansi dan keputusan bisnis serta bagaimana akuntansi
memengaruhi keputusan bisnis dan perilaku manusia selalu dicari.?®

Dengan demikian, definisi akuntansi keperilakukan adalah suatu
studi tentang perilaku akuntan atau non-akuntan yang dipengaruhi oleh
fungsi-fungsi akuntansi dan pelaporan. Akuntansi keperilakuan
menekankan pada pertimbangan dan pengambilan keputusan akuntan
dan auditor, pengaruh dari fungsi akuntansi dan fungsi auditing
terhadap perilaku, misalnya pertimbangan (judgment), pengambilan
keputusan auditor dan kualitas pertimbangan dan keputusan auditor,

serta pengaruh dari keluaran dari fungsi fungsi akuntansi berupa

% Al Lubis, Akuntansi Keperilakuan (Jakarta: Salemba Empat, 2017).
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laporan keuangan terhadap pertimbangan pemakai dan pengambilan
keputusan. Menurut Lubis (2017: 23) terdapat beberapa peran riset
terhadap akuntansi keperilakuan meliputi:?’

1. Sebagai pengambilan keputusan dan pertimbangan oleh akuntan
dan auditor;

2. Sebagai pengaruh dari fungsi akuntansi, seperti partisipasi
dalam penyusunan anggaran, perhitungan beban pajak,
perhitungan penghasila, karakteristik sistem informasi, dan
fungsi audit terhadap perilaku karyawan, manajer, investor,
maupun wajib pajak;

3. Sebagai pengaruh dari hasil fungsi tersebut, seperti informasi

akuntansi dan penggunaan dalam pengambilan keputusan.

2. Teori Perilaku yang Direncanakan (Theory of Planned Behavior)

Teori perilaku yang direncanakan (TPB) yang dikembangkan untuk
melihat keterkaitan antara sikap dan perilaku individu. Teori ini
berasumsi bahwa memilih, memutuskan, dan melakukan sesuatu
merupakan bagian dari perilaku, dimana perilaku seseorang
ditampilkan karena alasan tertentu. Inti dari Theory of Planned
Behavior (TPB) adalah teori yang mengemukakan bahwa niat
merupakan pembentuk utama suatu perilaku tertentu yang dilakukan
oleh seorang individu atau kelompok. Niat dianggap sebagai penangkap

motivasi yang mempengaruhi suatu perilaku dari individu. Apabila niat

27 1bid., 23.



suatu individu semakin kuat untuk terlibat dalam suatu perilaku

tertentu, maka kemungkinan perilaku tersebut akan dilakukan juga akan

semakin besar (Ajzen, 1991).28 Terdapat tiga faktor pembentuk niat:

1. Kontrol perilaku, yaitu persepsi seseorang tentang suatu hal bahwa
segala sesuatu dapat menjadi mudah.

2. Norma-norma subjektif, yaitu persepsi seseorang terkait dengan
tuntutan sosial yang dirasakan untuk menjalankan suatu tindakan.

3. Sikap, yaitu penilaian seseorang terhadap suatu hal yang
menguntungkan atau yang tidak dapat diterima dari perilaku yang
bersangkutan.

Tiga elemen ini mampu memprediksi niat baik secara langsung atau
bekerja sama dengan yang lain. Sikap akan membentuk niat bersama
dengan norma subjektif dan juga dengan kontrol perilaku. Seseorang
akan melakukan sesuatu dimulai dengan niat. Kemudian niat akan
terbentuk dari sikap dan kontrol perilaku. Dalam teori perilaku yang
direncanakan (TPB), ada beberapa alasan yang mempengaruhi individu
untuk melakukan suatu tindakan, antara lain:

1. Behavioral beliefs, yaitu suatu keyakinan dari individu mengenai
kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku tertentu serta hasil

dari tindakan, dan atas penilaian yang telah dilakukan.

28 Ajzen, “The Theory of Planned Behaviour,” Organizational Behaviour and Human
Descion Processses 50 (1991): 179-211.



2. Normative beliefs, yaitu suatu kepercayaan yang muncul terkait
dengan harapan normatif yang diakibatkan oleh pengaruh dari
pihak lain.

3. Control beliefs, yaitu suatu persepsi terkait sesuatu hal yang dapat
membantu ataupun menghalangi atas suatu tindakan yang akan
diperlihatkan. Faktor-faktor penghambat suatu perilaku dapat

berasal dari dalam dan luar.

Sesuai uraian diatas, Model Theory of Planned Behavior (TPB)
digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan dari wajib pajak.
Model TPB yang digunakan dalam penelitian memberikan penjelasan
yang signifikan, bahwa variabel sikap, norma subyektif, dan kontrol
keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh terhadap perilaku tidak
patuh wajib pajak, sehingga hal tersebut dapat berdampak pada
tindakan ilegal yang akan dilakukan oleh wajib pajak. Apabila wajib
pajak memiliki sikap dan perilaku yang baik ketika menjalankan
kewajiban perpajakannya, maka otomatis dapat meningkatkan
penerimaan negara dan menurunkan angka tindak penggelapan pajak.
Karena perilaku tindak tax evasion sangat erat hubungannya dengan
sikap Wajib Pajak itu sendiri dimana sikap Wajib Pajak tersebut
dipengaruhi oleh faktor sentral, yaitu niat individu yang tertanam dari
dalam dirinya sehingga teori yang direncanakan (theory planned
behavior) ini sangat relevan menjadi teori pendukung pada penelitian

ini. Modifikasi model ini juga bertujuan agar mampu menjelaskan



prediksi niat dan perilaku Wajib Pajak secara lebih baik. Selain itu niat,
sikap, dan perilaku yang ditunjukkan oleh fiskus selaku Dirjen Pajak
ketika melakukan pemeriksaan pajak, penegakan hukum, dan
sosialisasi pajak harus sejalan dan sesuai dengan yang semestinya.
Ketika fiskus telah melakukannya dengan baik, benar, dan tidak
merugikan pihak lainnya, maka hal tersebut akan mempengaruhi niat
dan perilaku yang ditunjukkan oleh wajib pajak ketika akan memenubhi
kewajiban perpajakannya.
3. Pajak
A. Definisi Pajak
Di Indonesia Perpajakan diatur dalam UUD Rl Nomor 28
Tahun 2007, pengertian pajak menurut ketentuan diatas
merupakan sebagai partisipasi wajib yang terutang yang
dilakukan orang pribadi atau badan kepada Negara yang
mempunyai sifat memaksa yang didasarkan padas ketentuan
perpajakan, serta tidak adanya prestasi secara langsung dengan
tujuan akan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan
Negara agar kemakmuran rakyat dapat tercipta. Pajak
didefinisikan sebagai prestasi terutang yang dilakukan secara
paksa dan sepihak yang diberikan kepada penguasa berdasarkan
ketentuan yang telah ditetapkan,serta tidak adanya timbal balik

(kontraprestasi), serta hanya digunakan untuk membayarkan



pengeluaran umum.?® Terdapat ciri yang menempel dalam
pengertian pajak yaitu:3°
1. Pajak dipungut didasarkan pada ketentuan perpajakan;
2. Tidak mendapatkan prestasi secara langsung;
3. Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin
pemerintahan;
4. Pajak merupakan pungutan yang dapat dipaksakan;
5. Pajak mempunyai fungsi anggaran dan mengatur
Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat
disimpulkan bahwa pajak merupakan perpindahan uang dari
sektor swasta atau individu kepada sektor pemerintah tanpa
adanya prestasi secara langsung (kontrapestasi) dan digunakan
untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran
pembangunan  yang ditujukan untuk  meningkatkan
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
B. Fungsi Pajak
Terdapat beberapa fungsi pajak antara lain:3!
1. Fungsi penerimaan (budgetair), pajak berfungsi sebagai
sumber keuangan yang digunakan untuk membiayai

pengeluaran pemerintah.

29 Siti Resmi, Perpajakan Teori Dan Kasus Edisi 8 (Jakarta: Salemba Empat, 2014),
23.

30 Agoes, Akuntansi Perpajakan,4.

31 Sumarsan, Perpajakan Indonesia: Edisi 3.



2. Fungsi mengatur (regulatior), misalnya di bidang ekonomi
dan sosial sebagai alat guna mngatur serta menjalankan
kebijakan yang diterapkan oleh negara.
3. Fungsi redistribusi, pajak memiliki fungsi untuk mencapai
pemerataan dan keadilan di kalangan masyarakat, seperti
dapat terlihat dari adanya perbedaan tingkatan tarif di setiap
wajib pajak.
4. Fungsi demokrasi, memiliki fungsi sebagai perwujudan dari
sistem gotong royong dalam membantu pemerintah untuk
meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat sebagai
pembayar pajak.
Perlawanan terhadap Pajak

Dalam pembayaran pajak dibutuhkan peran aktif dan
kesadaran masyarakat sebagai pembayar pajak. Namun,
seringkali terjadi beragam perlawanan dari wajib pajak terhadap
pungutan pajak yang harus dibayarkan. Hal ini disebabkan karena
pungutan pajak bersifat memaksa, sehinngga wajib pajak merasa
terbebani dengan adanya pembayaran pajak. Dengan adanya hal
tersebut membuat berbagai macam perlawanan yang dilakukan
wajib pajak terhadap pungutan pajak antara lain:
1. Perlawanan Pasif

Salah satu bentuk dari perlawanan ini yaitu dapat

berupa gangguan seperti mempersulit dalam proses



pemungutan pajak serta memiliki hubungan yang erat dengan
teknik pemungutan pajak dilakukan oleh wajib pajak.
Perlawanan pasif mungkin juga akan terjadi apabila kontrol
sistem tidak dilakukan secara baik dan efektif.
2. Perlawanan Aktif
Perlawanan aktif ini berupa suatu tindakan yang
secara sengaja dilakukan seperti penghindaran diri dari
pajak, penggelapan pajak, serta melalaikan kewajiban
perpajakannya.
D. Sistem Pemungutan Pajak
Terdapat tiga jenia sistem pemungutan pajak yang telah
diterapkan di Indonesia sebagai berikut:32
1. Official Assessment System
Official Assessment System adalah suatu sistem
pemungutan dimana dalam menentukan besarnya pajak yang
terutang Wajib Pajak memberikan wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menghitungnya.
2. Self Assessment System
Suatu sistem pemungutan dimana wajib pajak
diberikan kepercayaan guna menghitung serta menentukan

besarnya pajak pajak yang terutang.

32 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2016 (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016).



3. With holding System

Suatu sistem pemungutan dimana dalam menentukan
besarnya pajak yang terutang Wajib Pajak memberikan

wewenang kepada pihak ketiga untuk menghitungnya.

4. Pemeriksaan Pajak

Self Asessment System merupakan sistem pemungutan yang di
terapkan di Indoneisa, dimana memungkinkan seseorang untuk
menghitung, membayar, dan menilai mandiri jumlah pajak yang harus
mereka bayar. Self Asessment System berjalan dengan baik dan efektif
Jjika Wajib Pajak mempunyai tingkat kepatuhan yang tinggi yang harus
disertai dengan mekanisme penegakan hukum yang efektif dan efisien.
Pemeriksaan pajak merupakan salah satu mekanisme penegakan hukum
dari Self Asessment System, dimana Ditjen Pajak mempunyai
kewenangan yang sama untuk melakukan pemeriksaan pajak, serta
mempunyai kewajiban untuk memberikan pengawasan, pelayanan, dan
pembinaan atas pelaksanaan Self Asessment System kepada Wajib Pajak.
Sehingga wajib pajak diharapkan tetap berada pada ruang lingkup
ketentuan perpajakan guna untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak dilakukan oleh

Direktoral Jenderal Pajak dimana mempunyai tugas untuk melakukan



pemeriksaan pajak kepada wajib pajak serta menguji  kepatuhan
kewajiban perpajakan.33

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK-184/PMK.03/2015
tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Ada dua jenis pemeriksaan pajak
yang terdiri atas:3*

a. Pemeriksaan Lapangan, adalah Wajib Pajak diperiksa di rumah
tempat tinggalnya, dan tempat lainnya yaang dipandang
Pemeriksa Pajak harus untuk dilakukan pemeriksaan.

b. Pemeriksaan Kantor, adalah kegiatan pemeriksaan yang
dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Ada dua kriteria
pemeriksaan dalam menguji kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Pemeriksaan rutin, yaitu kegiatan memeriksa yang dilakukan
secara rutin serta berkelanjutan guna untuk memenuhi hak
dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh
wajib paajak.

2. Pemeriksaan khusus adalah kegiatan pemeriksan yang
didasarkan pada hasil akhir dari analisiis risiko baik secara
manual maupun secara sistem komputer yang menunjukkan
terdapat indikasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak.

3 Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.”

3 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak,” Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2013.



Hingga saat ini, pemeriksaan pajak perlu dilakukan secara masif
dan berkala, mengingat masih banyak wajib pajak yang melakukan
kecurangan yang telah melanggar ketentuan perpajakan, baik seperti
memaniipulasi pendapatan, memasulkan data ataupun penyelewengan
uang pajak.3> Bagian terpenting dari fungsi pengawasan di dalam Self
Assessment System adalah dilakukannya pemeriksaan pajak, karena
tujuan pemeriksaan guna untuk memvalidasi kesesuaian antara pajak
yang telah dibayarkan dengan pajak terutang yang didasarkan oleh
database, informasi dan bukti pendukungnya yang dilaporkan wajib
pajak. Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara berkelanjutan dan
berkesinambungan dari waktu ke waktu merupakan salah satu
perwujudan dalam bentuk pengawasan dan pembinaan yang
dilakukan oleh fiskus yang dimaksudkan guna mengurangi tindak
kecurangan dalam perpajakan seperti penggelapan pajak (tax
evasion).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak
merupakan salah satu solusi yang dilakukan pemerintah dalam
mengontrol Self Asessment System untuk meyakinkan wajib pajak
agar berkenan untuk menyampaikan dan melaporkan SPT secara jelas,

lengkap, benar, serta sesuai peraturan perpajakan.. Selain itu,

% Prielly Natasya Kartini Widjaja, Linda Lambey, and Stanley Kho Walandouw,
“Pengaruh Diskriminasi Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak
Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak Di Kota Bitung (Studi Kasus Pada
WPOP Di KPP Pratama Bitung),” Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi 12, no. 2
(2017): 541-552.



pemeriksaan pajak juga berfungsi sebagai sarana untuk memberikan
pelatihan kepada wajib pajak ketika akan melaksanakan ketentuan
perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, jika pemeriksaan
pajak telah dilaksanakan dengan baik yang sesuai dengan ketentuan
perpajakan, maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat dan akan
melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku, sehingga dengan begitu dapat mencegah dan
mengurangi terjadinya tindak penggelapan pajak di Indonesia.
5. Penegakan Hukum
Penegakan hukum adalah upaya penegakan yang dilakukan aparatur
yang berwenang yang berfungsi sebagai standar hukum untuk
memberikan acuan ketika akan bertindak dan berperilaku yang baik
yang sesuai dengan hukum maupun kehidupan bermasyarkat..
Penegakan hukum dapat dikatakan sebagai upaya menyeimbangkan
nilai-nilai hukum terdapat tertuang pada Undang-Undang yang
kemudian direfleksikan ketika akan bersikap dan bertindak di dalam
kehidupan bermasyarakat guna terciptanya keamanan, kenyamanan,
kepastian hukum, dan keadilan bagi semua orang dengan diterapkannya
sanksi hukum. Oleh sebab itu, penegakan hukum dianggap bukan
sekedar proses penegakan hukum yang ada di negara tersebut, tetapi
diyakini bahwa penegakan hukum akan mencakup aspek perilaku

manusia yang menimbulkan banyak masalah-masalah akibat dari



adanya ketidaksesuaian perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh
manusia.

Berdasarkan Pasal 29 UU No. 28 tahun 2007, DJP memiliki
kewenangan guna memverifikasi kepatuhan wajib pajak serta
menegakkan hukum perpajakan (law enforcement) dengan melalui
pemeriksaan pajak, penyidikan pajak, dan penagihan pajak. Namun,
penegakan hukum bukan dianggap sebagai suatu tindakan yang
deterministik. Dengan kata lain, menerapkan hukum pada suatu
peristiwa dapat dibandingkan dengan menggambar garis diantara dua
titik.>® Sehingga ketika menegakkan harus memperhatikan beberapa hal
seperti kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi seluruh
masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan diatas, penegakan hukum adalah bagian
dari upaya pemerintah sedang dilakukan secara efektif untuk mencegah
pelanggar pajak dan penghindar pajak terlibat dalam proses pajak ilegal
untuk tujuan atau alasan apapun, oleh sebab itu wajib pajak harus
menyadari betapa pentingnya pajak tanpa diikuti dengan melakukan
tindakan tax evasion. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat
penegakan hukum (law enforcement) secara langsung tingkat tax

evasion otomatis mengalami penurunan. Sebaliknya, semakin rendah

% Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah
(Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).



penegakan hukum (law enforcement) tax evasion otomatis mengalami

peningkatan.

6. Sosialisasi Perpajakan

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-03/PJ/2013 tentang
Pedoman Penyuluhan Perpajakan, sosialisasi perpajakan merupakan
upaya penyampaian informasi terkait perpajakan kepada masyarakat
umum, dunia usaha, dan lembaga swasta dan negeri. Pengertian lainnya
sosialisasi dapat juga merujuk pada upaya Dirjen Pajak guna
memberikan pamahaman, membagi informasi, serta melakukan
pembinaan pada masyarakat umum dan wajib pajak tentang perpajakan
dan ketentuan umum perpajakan.3” Sosialisasi ini diberikan kepada
masyarakat umum terkhusus Wajib Pajak baru, dan Wajib Pajak yang
terdaftar guna meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan
keterampilan Wajib Pajak, mengubah tindakan dan perilaku mereka
supaya semakin paham, sadar, dan tertarik untuk memenuhi
kewajibannya.3® Pelaksanaan sosialisasi perpajakan harus dilakukan
dengan memperhatikan beberapa hal seperti metode sosialisasi, teknik
sosialisasi, materi sosialisasi, penyuluh sosialisasi, serta sarana dan

prasarana pendukung sosialisasi lainnya.

37 Sri Ayem and Listiani Listiani, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum
(Law Enforcement) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai
Penggelapan Pajak (Tax Evasion),” Jurnal Riset Akuntansi Terpadu 12, no. 1 (2019): 103—
112.

38 Sudrajat, “Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak Pengetahuan Perpajakan,
Dan Kepatuhan Pajak,” Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP 2, no. 2 (2015).



Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, sosiallisasi
perpajakan adalah salah satu upaya Dirjen Pajak guna memberikan
pemahaman, wawasan, dan pembinaan pada masyarakat umum
khususnya wajib pajak terkait dengan prosedur pajak dan ketentuan
umum perpajakan.

7. Tax Evasion

Tax evasion yaitu suatu tindakan ilegal yang meminimalisir ataupun
meloloskan diri untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Tax
evasion dapat disebut juga dengan penggelapan pajak yang diartikan
sebagai suatu usaha aktif Wajib Pajak dengan tidak menyetorkan,
mengurangi, menghapus atau memanipulasi data-data terkait dengan
pajak yang terutang, sehingga hal itu akan meloloskan diri dalam
membayar pajak sebagaimana yang telah tertuang menurut ketentuan
perpajakan yang berlaku.3® Salah satu contoh tindakan tax evasion yang
sering dlilakukan yaitu dengan memanipulasi SPT atau
menyembunyikan beban pajak terutamg dan tidak melaporkan SPT.4°
Tax evasion dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang mengacu
pada sesuatu yang dianggap baik dan buruk menurut ketentuan
perpajakan. Penggelapan pajak akan membawa beragam akibat bagi
kehidupan masyarakat, seperti di bidang ekonomi, keuangan, dan

psikologi.*

39 Rahayu, Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal, 147.
40 Diana, Konsep Dasar Perpajakan.
41 Marihot P Siahaan, Hukum Pajak Elementer (Yogyakarta: Graha limu, 2010).



Perilaku penggelapan pajak merupakan suatu perilaku yang
menyimpang dari ketentuan perpajakan, hal tersebut seharusnya tidak
dilakukan oleh wajib pajak karena termasuk melanggar ketentuan
perpajakan. Namun dalam realita yang ada, perilaku tersebut masih
terjadi hingga saat ini dan akan menjadi wajar untuk dilakukan
mengingat tindak penggelapan pajak kebanyakan dilakukan oleh para
pemimpin, tindakan tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan seperti
memanipulasi data pajak, mengurangi pajak terutang, merendahkan
penghasilan, menyalahgunakan uang pajak untuk kepentingan pribadi
maupun kelompok, sistem perpajakan yang tidak tersistematis dengan
baik, serta terdapat ketentuan perpajakan yang seringkali merugikan
sebagian dari wajib pajak.*? Selain itu, penyebab wajib pajak melakukan
tindakan tax evasion karena perencanaan pajak dan penghindaran pajak
tidak mudah dilakukan. Pada umumnya tindakan tax Evasion yang
digunakan adalah dengan membuat SPT yang tidak sesuai, membuat
faktur palsu, memungut PPN namun tidak disetorkan, membuat laporan
keuangan palsu, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa penyebab wajib
pajak melakukan tax evasion diantaranya kurangnya kesadaran Wajib
Pajak terkait kewajiban perpajakannya, tidak patuh terhadap ketentuan
yang berlaku, kurangnya menghargai hukum, tingginya tarif pajak,

kurangnya sosialisasi perpajakan serta pengawasan perpajakan yang

42 Fhyel, “Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan
Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap
Penggelapan Pajak.”



lemah.*® Sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh mafia pajak
dalam melakukan aksi ilegalnya karena merasa mempunyai kesempatan
yang besar.
Berikut beberapa faktor yang menjadi alasan bagi wajib pajak untuk
melakukan penghindaran pajak, antara lain:*4
a. Peraturan perpajakan yang ada belum mengadaptasi peraturan
perpajakan lainnya, sehingga membuat kesempatan untuk
melakukan penghindaran pajak semakin terbuka
Pada dasarnya, seharusnya peraturan perpajakan setiap
tahunnya harus dilakukan evaluasi dan diperbarui agar sesuai
dengan kondisi yang terbaru. Dimana peraturan perpajakan
seharusnya harus merefleksikan kondisi yang ada di masyarakat,
agar dapat memudahkan dalam melakukan kewajiban
perpajakannya, sehingga hal tersebut dapat mengurangi segala
bentuk kejahatan pajak, termasuk tax evasion.
b. Resiko yang diterima lebih kecil dan manfaat yang diterima
relatif besar
Tindakan penggelapan pajak dinilai memiliki kemungkinan
terdeteksinya relatif minim, sehingga wajib pajak menganggap
bahwa ketika ia akan melakukan tindakan tersebut akan

mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan

44 safri Nurmantu, Pengantar Perpajakan (Jakarta: Granit, 2003).



risiko yang akan didapatkan dirinya. Sehingga hal tersebutlah
satu dari sekian banyak faktor yang memaksa wajib pajak untuk
bertindak tax evasion.
¢. Hukum pajak mungkin tidak berlaku sama untuk semua tax payer
Ketentuan perpajakan yang ada dinilai tidak berlaku adil,
sehingga hal tersebut dapat mendorong Wajib Pajak untuk
melakukan penggelapan pajak (tax evasion).
d. Adanya keberagaman dalam pelaksanaan penegakan hukum
Wajib pajak merasa bahwa penegakan hukum yang
berhubungan dengan tindak penggelapan pajak sangat bervariasi
yang kadangkala justru sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan
perbuatan yang telah dilakukan. Sehingga hal tersebut yang dapat

dimanfaatkan bagi seseorang untuk melakukan tax evasion.

Tax evasion dapat menimbulkan beberapa akibat seperti:*
1. Bidang Keuangan
Di bidang ini akan menyebabkan defisit bagi pendapatan
yang diterima oleh pemerintah karena disebabkan terjadi
ketidakseimbangan antara pendapatan anggaran yang diterima
dengan pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan karena
penerimaan pajak merupakan salah satu penopang bagi roda

pemerintahan bagi suatu negara.

4 Martin Sony, “Tax Evasion vs Tax Avoidance,” Tax Conculting Cetakan Il
(2011).



2. Bidang Ekonomi

Dalam bidang ini, jika terjadi tindakan penggelapan pajak
maka akan berdampak pada persaingan sehat yang dilakukan di
kalangan pembisnis. Karena jika para pembisnis seringkali
melakukan tindakan penggelapan pajak, maka tindakan tersebut
akan terus dilakukan karena mereka merasa mendapatkan
keuntungan yang lebih besar. Jika intensitas tindak penggelapan
pajak dilakukan secara terus-menerus, maka mereka tidak akan
meningkatkan kapasitas produksi dalam usahanya. Hal inilah yang
akan menyebabkan terhambatnya perkembangan ekonomi negara.

3. Bidang Psikologi

Jika intensitas tindak penggelapan pajak yang dilakukan
wajib pajak berjalan secara terus-menerus, maka wajib pajak akan
terbiasa untuk selalu melanggar ketetapan undang-undang. Wajib
pajak akan merasa aman jika tindakannya tersebut tidak terbongkar
oleh fiskus maupun pihak berwajib karena merasa tidak
mendapatkan sanksi yang berarti, sehingga hal ini akan
menimbulkan  kemungkinan untuk  mengulangi  tindakan
ilegalnyaSerta yang lebih parahnya lagi jika mereka melakukan
tindakan illegal dengan memperluas pelanggaran yang dilakukan.
Terdapat beberapa cara pencegahan yang dapat dilakukan untuk

mengurangi tindak penggelapan pajak (tax evasion) antara lain:#¢

46 Nurmantu, Pengantar Perpajakan.



1. Pemeriksaan pajak
Dengan adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan secara
profesional, berkelanjutan, serta berpedoman pada undang-
undang perpajakan akan berpengaruh terhadap niat seseorang
ketika akan melaksanakan tindakan ilegal tax evasion.
2. Sistem Informasi Perpajakan
Walaupun seluruh aturan mengenai ketentuan umum
perpajakan secara lengkap dan jelas telah tercantum di dalam
undang-undang itu sendiri, namun sosialisasi terkait hal tersebut
harus terus dilakukan karena pelaksanaanya masih diperlukan
oleh wajib pajak. Hal ini tersebut guna menambah wawasan
yang lebih baik kepada wajib pajak tentang kapan mereka akan
memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, kami
berharap sistem informasi yang ada dapat memudahkan tax
payer guna melaksanakan perpajakannya.
3. Administrasi pemerintah
Dalam hal ini berkaitan dengan tata cara langkah-langkah
pendaftaran wajib pajak, penetapan, dan penagihan. Tindak
penggelapan pajak dapat terjadi jika tahapan-tahapan yang

diterapkan menyulitkan dan tidak sistematis bagi wajib pajak.




4. Kemungkinan ketahuan dan penegakan hukum
Dalam hal ini berkaitan dengan penegakan hukum pajak,
semakin banyak pengungkapan terkait dengan tindakan
penggelapan pajak kepada publik dan proses tindak lanjutnya
baik berupa pembayaran denda maupun hukuman pidana
penjara bagi pelaku, hal ini akan mempengaruhi sikap dari wajib
pajak atau calon wajib pajak. Sehingga berdampak pada niat
wajib pajak ketika akan melakukan tax evasion akan berkurang.
5. Keadilan yang merata bagi seluruh wajib pajak, dan
pemanfaatan dana pajak yang dilakukan oleh pemerintah harus
efisien, efektif, dan produktif agar wajib pajak dapat merasakan
dampaknya.

Dari penjelasan di atas, mengungkapkan bahwa tax evasion ialah
usaha yang bersifat ilegal dan bertentangan dengan hukum, sehingga
dengan begitu jika seseorang terbukti melakukan tindakan penggelapan
pajak akan memiliki resiko yang sangat besar baik segi materil maupun
non materil. Jika dilihat dari segi materil, wajib pajak percaya
bahwasanya tax evasion bisa memberikan keuntungan yang besar baik
dalam jangka pendek maupun jangka panjang dibandingkan dengan
resiko yang akan didapatkan jika tindak penggelapan pajak terungkap
yang relatif kecil. Resiko yang akan didapatkan Wajib Pajak yaitu
mendapatkan hukuman pidana penjara dan membayar denda yang

menyebabkan kerugian berkali-kali lipat. Tidak sedikit pula Wajib



Pajak yang tidak dapat membayarkan denda yang diputuskan karena
tidak memiliki cukup uang, sehingga sejumlah ataupun seluruh
kekayaan akan disita yang dapat membuat kebangkrutan sehingga
menyebabkan gangguan psikologis kejiwaan.
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan
Berikut hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang dijadikan acuan

dalam penelitian ini, akan diuraikan dalam tabel pada halaman berikutnya.



Tabel 2.1

Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No. Nama Judul Penelitian Metode Hasil Penelitian Persamaan dan Perbedaan
Peneliti Analisis
1. | Purwanto, Pengaruh Self | Regresi e Secara parsial dan|® Persamaan :
Teti Sulaeha, | Assesment Linear simultan self assessment 1. Variabel independen vyang diteliti
dan Hasna | System, dan | Berganda system dan pemeriksaan memiliki kesamaan yaitu pemeriksaan
Safira (2018) | Pemeriksaan pajak berpengaruh pajak.
Pajak  terhadap terhadap tax evasion. Memiliki kesamaan pada variabel
Tax Evasion yaitu berupa tax evasion sebagai

variabel dependen.

Memiliki kesamaan dalam
pengambilan sampel yaitu random
sampling.

Perbedaan :
1. Penelitian ini menggunakan variabel

independen berupa Self Assesment

System, Pemeriksaan Pajak.
Sedangkan penulis  menggunakan
variabel Pemeriksaan Pajak,

Penegakan Hukum, dan Sosisalisasi
Perpajakan.
Penelitian saya menghasilkan tahun

. yang lebih terbaru.




Raden Devri | Pengaruh Sistem Secara simultan dan | = Persamaan :

Ardian  dan | Perpajakan  dan parsial sistem perpajakan 1. Memiliki kesamaan pada variabel

Dudi Pratomo | Pemeriksaan dan pemeriksaan pajak bebas ialah pemeriksaan pajak

(2015) Pajak  terhadap berpengaruh signifikan 2. Memiliki kesamaan pada variabel
Penggelapan terhadap  penggelapan dependen yaitu tax evasion.

Pajak (Tax pajak (tax evasion). = Perbedaan :

Evasion) 1. Karakteristik pemilihan sampel yang
berbeda  karena  penelitian ini
menggunakan teknik sampling field
research. Sedangkan saya
menggunakan teknik random sampling.

2. Penelitian ini menggunakan variabel
independen berupa Sistem Perpajakan
dan Pemeriksaan Pajak. Sedangkan
penulis menggunakan variabel
Pemeriksaan Pajak, Penegakan Hukum,
dan Sosisalisasi Perpajakan.

3. Penelitian saya menghasilkan tahun
yang lebih terbaru.

Orin  Ndari | Pengaruh Regresi - Bahwa variabel | = Persamaan :

(2019) Pemeriksaan Linear pemeriksaan pajak dan 1. Variabel independen vyang diteliti
Pajak, keadilan | Berganda tarif pajak tidak memiliki kesamaan yaitu pemeriksaan
pajak, dan tarif berpengaruh signifikan pajak.
pajak  terhadap terhadap  penggelapan 2. Memiliki kesamaan pada variabel yaitu
Tax Evasion pajak berupa tax evasion sebagai variabel

- keadilan pajak dependen.

berpengaruh signifikan




terhadap
pajak.

penggelapan

3. Memiliki kesamaan dalam teknik
pengambilan sampel yaitu simple
random sampling.

Perbedaan :

1. Penelitian ini menggunakan variabel
independen berupa tarif da keadilan

pajak pajak, sedangkan peneliti
menggunakan  tambahan  variabel
Penegakan Hukum, dan Sosisalisasi
Perpajakan.

2. Penelitian ini menggunakan sampel
WPOP sedangkan penulis

menggunakan sampel WP Badan.
3. Penelitian saya menghasilkan tahun
yang lebih terbaru.

Patayana Fitra
(2017)

Pengaruh Sistem
Perpajakan,
pemeriksaan
pajak,
kecenderungan
personal, dan
diskriminasi
pajak, terhadap
penggelapan
pajak

Regresi
Linear
Berganda

Secara simultan variabel
sistem perpajakan,
pemeriksaan pajak,
kecenderungan  personal,
dan diskriminasi  pajak
memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap
penggelapan pajak.

Persamaan :

1. Variabel independen yang diteliti
memiliki kesamaan yaitu pemeriksaan
pajak.

2. Memiliki kesamaan pada variabel yaitu
berupa tax evasion sebagai variabel
dependen.

3. Memiliki kesamaan pengambilan sampel
berupa random sampling.

Perbedaan :

1. Penulis menambahkan variabel bebas
berupa Pemeriksaan Pajak, Penegakan
Hukum, dan Sosisalisasi Perpajakan.




2. Penelitian saya menghasilkan tahun yang
lebih terbaru.

Mira (2016)

Pengaruh Self
Assesment System
dan pemeriksaan
pajak  terhadap
penggelapan
pajak

Regresi
Linear
Berganda

- Self Assesment System
berpengaruh negatif
signifikan terhadap
penggelapan pajak.

- Pemeriksaan pajak tidak
berpengaruh  terhadap
penggelapan pajak.

Persamaan :

1. Memiliki kesamaan pada variabel bebas

dan terikatnya yaitu berupa tax evasion
dan pemeriksaan pajak.

2. Memiliki  kesamaan dalam teknik

pengambilan sampel yaitu simple random
samping.
Perbedaan :

1. Penelitian ini menggunakan variabel
independen berupa Self Assesment
System dan  pemeriksaan  pajak
Sedangkan  penulis  menggunakan
variabel Pemeriksaan Pajak, Penegakan
Hukum, dan Sosisalisasi Perpajakan.

2. Penelitian ini menggunaakan sampel

WPOP, sedangkan penulis berupa WP
Badan

3. Penelitian saya menghasilkan tahun yang

lebih terbaru.




Sri Ayem dan | Pengaruh Regresi Sosialisasi pajak, | = Persamaan :
Listiani Sosialisasi Linear penegakan hukum, dan 1. Memiliki kesamaan pada variabel
(2019) Perpajakan, Berganda denda pajak secara terikatnya yaitu tax evasion.
Penegakan simultan berpengaruh 2. Memiliki kesamaan variabel bebasnya
Hukum,  Sanksi terhadap persepsi wajib berupa sosialisasi perpajakan dan
Perpajakan pajak tentang penggelapan penegakan hukum.
terhadap pajak.
Penggelapan = Perbedaan :
Pajak 1. Penelitian ini menggunakan teknik
Convenience  Sampling  dalam
pengambilan sampel, sedangkan
penulis  menggunakan  teknik
random sampling.
2. Penelitian saya menghasilkan tahun
yang lebih terbaru.
Ni  Komang | Faktor-Faktor Regresi Keadilan pajak, sistem | = Perbedaan :
Trie Julianti | yang Linear perpajakan, pengetahuan 1. Penelitian ini membahas mengenai
Dewi & Ni | mempengaruhi Berganda Wajib Pajak, dan faktor-faktor yang mempengaruhi
Ketut  Lely | persepsi  wajib intensitas  pemeriksaan persepsi  wajib pajak mengenai
Aryani pajak mengenai pajak berpengaruh penggelapan  pajak.  Sedangkan
Merkusiwati | etika atas negatif pada persepsi penulis meneliti mengenai pengaruh
(2017) penggelapan Wajib Pajak mengenai pemeriksaan  pajak,  penegakan

pajak

etika atas penggelapan
pajak,

Diskriminasi
berpengaruh positif pada
persepsi  Wajib Pajak

hukum, dan sosialisasi perpajakan.
2. Penelitian saya menghasilkan tahun
yang lebih terbaru.




mengenai  etika  atas
penggelapan pajak.
Prielly N.K. | Pengaruh Regresi Diskriminasi dan | = Persamaan :
W, Linda L, | Diskriminasi dan | Linear pemeriksaan pajak 1. Variabel independen penelitian ini
dan Stanley | pemeriksaan Berganda berpengaruh secara memilki kesamaan yaitu pemeriksaan
K.H (2017) |pajak terhadap simultan terhadap pajak.
penggelapan penggelapan pajak. = Perbedaan :
pajak 1. Variabel bebas penelitian ini yaitu Tax
Evasion pada WP OP sedangkan
penulis menggunakan Tax Evasion
pada WP Badan.

2. Penelitian ini menggunakan variabel
independen berupa Diskriminasi dan
pemeriksaan pajak. Sedangkan penulis
menggunakan variabel independen
berupa pemeriksaan pajak, penegakan
hukum, dan sosialisasi perpajakan.

3. Penelitian saya menghasilkan tahun
yang terbaru Serta tidak semua
variabel independen vyang diteliti
mempunyai kesamaan.

Diska Pengaruh Self | Regresi o Self Assessments | = Persamaan :

Rahmania Asessments Linear System dan Pemeriksaan 1. Memilki kesamaan pada variabel

(2016) System, dan | Berganda Pajak berpengaruh bebasnya yaitu pemeriksaan pajak.
Pemeriksaan sigifikan terhadap tax 2. Variabel dependen berupa tax evasion.
Pajak, terhadap evasion. = Perbedaan :
Tax Evasion Secara simultan Self 1. Variabel bebas penelitian ini yaitu Tax

Assessments System dan

Evasion pada WPOP sedangkan




Pemeriksaan
berpengaruh
tax evasion..

Pajak
terhadap

penulis menggunakan Tax Evasion
pada WP Badan.

Penelitian ini  menggunakan teknik
pengambilan sampel berupa sampling
incidental, sedangkan penulis
menggunakan teknik sampling
nonprobability dengan metode random
sampling.

Penelitian ini menggunakan variabel
independen berupa Self Asessments
System, Pemeriksaan Pajak.
Sedangkan  penulis  menggunakan
variabel independen berupa
pemeriksaan pajak, penegakan hukum,
dan sosialisasi perpajakan.

Penelitian saya menghasilkan tahun
yang terbaru. Serta tidak semua
variabel independen yang diteliti
mempunyai kesamaan.

10.

Mutia Indah
Novita (2019)

Pengaruh
Keadilan
intensitas
pemeriksaan
pajak, dan self
assesment system
terhadap
penggelapan
pajak

pajak,

Regresi
Linear
Berganda

e Menunjukkan

bahwa
Keadilan pajak dan
intensitas  pemeriksaan
pajak tidak berpengaruh
terhadap  penggelapan
pajak.

Self Assessment System
berpengaruh positis

Persamaan :
1. Memilki kesamaan variabel bebasnya

yaitu pemeriksaan pajak.

2. Variabel dependen berupa tax evasion.
Perbedaan :

1.

Variabel bebas penelitian ini yaitu Tax
Evasion pada WP UMKM di Wilayah
Jabodetabek  sedangkan  penulis
menggunakan sampel berupa seluruh




terhadap  penggelapan
pajak.

WP Badan yang terdaftar di KPP
Madya Surabaya.

Penelitian ini menggunakan teknik
pengambilan sampel berupa sampling
incidental, sedangkan penulis
menggunakan teknik sampling
nonprobability dengan metode random
sampling.

Penelitian ini menggunakan variabel
independen berupa Keadilan pajak,
intensitas pemeriksaan pajak, Self
Asessments  System.  Sedangkan
penulis menggunakan variabel
independen berupa pemeriksaan pajak,
penegakan hukum, dan sosialisasi
perpajakan.

Penelitian saya menghasilkan tahun
yang terbaru. Serta tidak semua
variabel independen vyang diteliti
mempunyai kesamaan.
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Vygoma
Geatara Fhyel
(2018)

Pengaruh
Keadilan  pajak,
Sistem
Perpajakan,
Diskriminasi,
Kemungkinan
terdeteksinya
kecurangan,

Regresi
Linear
Berganda

e Sistem perpajakan dan

pemeriksaan pajak
berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap

penggelapan pajak.

Persamaan :
1. Memiliki kesamaan variabel dependen

berupa tax evasion.

2. Salah satu variabel independen yang

memiliki kesamaan yaitu pemeriksaan
pajak.

Perbedaan :




Pemeriksaan

1. Penelitian ini menggunakan Variabel

pajak, dan tarif bebas Keadilan pajak, Sistem
pajak  terhadap Perpajakan, Diskriminasi,
penggelapan Kemungkinan terdeteksinya
pajak kecurangan, Pemeriksaan pajak, dan
tarif pajak. Sedangkan penulis
menggunakan variabel independen
yang berupa pemeriksaan pajak,
penegakan hukum, dan sosialisasi
perpajakan.
2. Penelitian saya menghasilkan tahun
yang terbaru.
12 | Oktaviany PENGARUH Regresi Self assessment system | = Persamaan :
Saktiany SELF Linear berpengaruh signifikan | 1. Variabel independen yang diteliti
(2018) ASSESSMENT Berganda terhadap  penggelapan memiliki kesamaan vyaitu pemeriksaan
SYSTEM, pajak dan pemeriksaan pajak.
PEMERIKSAAN pajak tidak berpengaruh | 2. Memiliki kesamaan pada variabel yaitu
PAJAK signifikan terhadap berupa tax evasion sebagai variabel
TERHADAP penggelapan pajak dependen.
PENGGELAPAN sedangkan penggelapan
PAJAK (TAX pajak berpengaruh |e Perbedaan :
EVASION) DAN signifikan terhadap |1. Penelitian ini menggunakan karakteristik
IMPLIKASINYA kepatuhan wajib pajak. pemilihan sampel probability sampling
PADA Secara parsial variabel | dengan metode simple random sampling.
KEPATUHAN sistem perpajakan dan Sedangkan penulis menggunakan teknik
WAJIB PAJAK pemeriksaan pajak | sampling nonprobability dengan metode
berpengaruh negatif random sampling.
terhadap  penggelapan




pajak  (tax
sedangkan

kecenderungan personal
dan diskriminasi pajak
berpengaruh positif
terhadap  penggelapan
pajak (tax evasion)

evasion),

2.

Penelitian ini menggunakan variabel
independen berupa Self Assesment System,
Pemeriksaan Pajak. Sedangkan penulis
menggunakan variabel Pemeriksaan Pajak,
Penegakan Hukum, dan Sosisalisasi
Perpajakan.

. Penelitian ini menggunakan sampel WPOP

sedangkan penulis menggunakan sampel
WP Badan.

. Penelitian saya menghasilkan tahun yang

lebih terbaru.

13

Teck-Chai
Lau, Kum-
Lung Choe,
dan Luen-
Peng Tan
(2017)

The Moderating
Effect of
Religiosity in the
Relationship
between Money
Ethics and Tax
Evasion

Regresi
Linear
Berganda

eBahwa  etika  uang
berhubungan positif pada
penggelapan pajak.

e Religiusitas intrinsik juga
ditemukan memaoderasi
hubungan antara etika
uang dan penggelapan
pajak.

eReligiositas  ekstrinsik
tidak memiliki hubungan
antara etika uang dan
penggelapan pajak.

Persamaan :

1. Variabel dependen memiliki kesamaan
yaitu tax evasion.

Perbedaan :

1. Variabel bebas penelitian ini yaitu
Etika Uang dan Religiusitas sebagai
variabel ~ moderating,  sedangkan
penulis menggunakan variabel
independen yaitu pemeriksaan pajak,
penegakan hukum, dan sosialisasi
perpajakan.

2. Penelitian ini dilakukan di Malaysia,
sedangkan penulis melakukan di
Indonesia.

3. Penelitian saya menghasilkan tahun
yang terbaru.
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Philmore
Alleyne dan
Terry Harris
(2017)

Antecedents  of
taxpayers’
intentions to

engage in tax
evasion: evidence
from Barbados

Regresi
Linear
Berganda

Bahwa Sikap perilaku
Wajib  Pajak, Norma
Subyektif, Kontrol
Perilaku, dam kewajiban
moral secara signifikan
berpengaruh  terhadap
tindak penggelapan pajak

Persamaan :

1.

Variabel dependen memiliki kesamaan
yaitu tax evasion.

Perbedaan :

1)

2)

3)

Variabel bebas penelitian ini yaitu
Sikap perilaku Wajib Pajak, Norma
Subyektif, Kontrol Perilaku, dam
kewajiban moral, sedangkan penulis
menggunakan variabel independen
yaitu pemeriksaan pajak, penegakan
hukum, dan sosialisasi perpajakan.
Objek penelitian ini yaitu WP OP yang
berada di negara Barbados (Amerika
Utara), sedangkan penulis meneliti
dengan objek WP Badan di Indonesia.
Penelitian saya menghasilkan tahun
yang terbaru..




C. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual ini dibuat agar untuk mengetahui korelasi di
antara variabel independen yang berupa pemeriksaan pajak, penegakan
hukum, dan sosialisasi perpajakan terhadap tax evasion. Kerangka
konseptual penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar berikut:

Gambar 2.1

Skema Kerangka Konseptual

[ e e e — -
I I

: Pemeriksaan b H,

1 Pajak (X ) \:\

I I

I I

I 1 Hz Tax Evasion
: Penegakan - -3

I Hukum (X5 ) ST (Y)

I I

I I Hs

I Sosialisasi !

! Perpajakan :

I I

e o o o o e e e e = ]

Keterangan:

—> : Mempengaruhi secara parsial
= = > : Mempengaruhi secara simultan

Pajak adalah iuran rakyat yang diserahkan kepada kas negara oleh
wajib pajak baik orang pribadi maupun badan sesuai dengan ketentuan
perpajakan yang memaksa dengan tidak adanya prestasi langsung yang
diterima serta dimanfaatkan guna menutupi pengeluaran rutin negara. Salah
satu upaya meningkatkan penerimaan negara dibutuhkan sistem

pemungutan pajak yang sederhana dan efektif sehingga memberikan



kemudahan Wajib Pajak ketika memenuhi kewajiban perpajakannya.
Dalam memungut pajaknya, Indonesia menerapkan Self Assesment System,
yang mana wajib pajak diharapkan dapat berturut aktif dimulai dari
melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak, penghitungan, penyetoran, dan
pelaporan pajak terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan. Oleh
sebab itu, Self Assesment System dapat berjalan dengan efektif dan lancar
jika didukung dengan tingginya kesadaran wajib pajak. Kesadaran
masyarakat yang tinggi, maka secara otomatis akan dapat meningkatkan
penerimaan pajak negara dan menurunkan tingkat tax evasion.

Pada umumnya Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban
perpajakannya karena pada saat ini pandemi Covid-19 masih melanda
Indonesia, sehingga Wajib Pajak merasa keberadaan pajak memberatkan,
memaksa, serta terdapat kesulitan dalam melakukan pembayaran sehingga
Wajib  Pajak cenderung merasa terbebani dan tidak melakukan
kewajibannya dalam membayar pajak. Hal tersebut membuat Wajib Pajak
ingin melapor dan menyetorkan pajak terutangnya dengan nominal
serendah mungkin, karena mengingat saat ini baik dari perusahaan maupun
konsumen mengalami pengurangan aktivitas ekonominya. Sehingga Wajib
Pajak akan berupaya semaksimal mungkin untuk memperkecil pajaknya
yang terutang. Beragam usaha akan dilakukan wajib pajak baik melalui
cara-cara yang diperbolehkan maupun melalui usaha-usaha yang melanggar

ketentuan perpajakan yang berlaku.



Jika tindakan penghindaran pajak tidak dapat dilakukan kembali,
Wajib Pajak memiliki opsi lainnya yang lebih ekstrem, termasuk tindakan
tax evasion. Tax Evasion dapat diartikan upaya wajib pajak guna
menghindari diri dalam membayar pajak yang dilakukan dengan menentang
ketentuan perpajakan. Mengingat saat ini pandemi Covid-19 masih melanda
sehingga hal tersebut menyebabkan Wajib Pajak merasa mempunyai celah
dan kesempatan dengan adanya kelonggaran di berbagai kebijakan yang
dikeluarkan oleh Pemerintah. Salah satu solusi yang diberikan pemerintah
dalam memerangi kasus kecurangan penggelapan pajak dengan
dilakukannya serangkaian pemeriksaan pajak. Dimana dalam kegiatan
pemeriksaan pajak dilakukan guna menguji kepatuhan wajib pajak apakah
wajib pajak telah memenuhi atau belum kewajibannya sebagai pembayar
pajak. Oleh karena itu, Jika pemeriksaan pajak telah dilaksanakan dengan
baik yang sesuai dengan ketentuan perpajakan, serta diimbangi dengan
penegakan hukum melalui kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan
bagi seluruh masyarakat, maka dapat memberikan efek jera kepada pelaku
pelanggaran tax evasion agar mengurungkan niat ketika akan melakukan
tindakan tax evasion dengan tujuan dan alasan apapun. Dengan begitu wajib
pajak akan paham jika pajak berperan penting untuk negara serta tidak akan
melakukan pelanggaran yang menentang Undang-Undang Perpajakan
karena hal tersebut tidak hanya merugikan negara tetapi juga masyarakat.
Serta dengan dilakukannya sosialisasi perpajakan yang menyeluruh dan

berkala, maka dapat berpengaruh pada kesadaran wajib pajak. Jika seorang



wajib pajak telah menyadari kewajibannya atas perpajakannya maka akan
otomatis patuh akan ketentuan perpajakan yang berlaku dan akan
melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dengan
begitu dapat mencegah dan mengurangi terjadinya tindak penggelapan

pajak di Indonesia.

D. Hipotesis
1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Tax Evasion

Pemeriksaan pajak adalah suatu aktivitas dalam mengumpulkan,
memproses data, keterangan, atau bukti yang didasarkan pada suatu
standar pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji ketaatan wajib
pajak dalam pelaksanaan kewajban perpajakanya, serta dilakukan
secara secara objektif dan profesional.*” Pemeriksaan pajak yang
dilakukan secara berkesinambungan dari waku ke waktu merupakan
sebuah bentuk perwujudan dari pemantauan dan pelatihan yang harus
dilakukan oleh pemerintah.

Sesuai dengan Teori perilaku yang direncanakan (TPB)
mengungkapkan bahwa niat merupakan pembentuk dari sebuah
perilaku yang ditampilkan oleh seorang individu. Jika seorang wajib
pajak terindikasi melakukan tindak kecurangan penggelapan pajak,
maka fiskus selaku Direktoral Jenderal Pajak akan melakukan

pemeriksaan khusus pada wajib pajak yang bersangkutan. Oleh sebab

47 Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.”



itu, Wajib Pajak dihimbau agar tidak melakukan tax evasion, karena
pemeriksaan pajak dapat semakin berisiko dilakukan ketika Wajib
Pajak terbukti bertindak curang dengan tax evasion. Dengan adanya
pemeriksaan pajak secara langsung maka dapat menjadi penghambat
bagi wajib pajak ketika akan melancarkan aksi dari tindakan tax
evasion. Tingkat penggelapan pajak yang rendah karena disebabkan
adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan secara masif, jadi dapat
dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pemeriksaan pajak yang
dilakukan maka secara otomatis tingkat tax evasion akan semakin
rendah pula. Namun saat ini situasi dan kondisi selama pandemi Covid-
19 tidak memungkinkan untuk dilakukan kegiatan pemeriksaan
perpajakan secara langsung. Sehingga diharapkan walaupun
pemeriksaan pajak dilakukan secara online tetap tidak mengurangi
tingkat kesadaran dari Wajib Pajak untuk taat dan patuh untuk
memenuhi kewajiban perpajakannya dan tetap menurunkan tingkat
tindakan tax evasion. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan
oleh Purwanto (2018)* dan Prielly (2017)*,yang mengungkapkan
bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan akan berpengaruh terhadap
tax evasion. Menurut penelitian lain oleh Patayana Fitra (2017)

mengungkapkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif

4 Purwanto, Sulaeha, and Safira, “Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak
Terhadap Tax Evasion (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Sumedang).”

49 Widjaja, Lambey, and Walandouw, “Pengaruh Diskriminasi Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap
Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak Di Kota Bitung (Studi Kasus
Pada WPOP Di KPP Pratama Bitung).”



terhadap penggelapan pajak.>® Berdasarkan penjelasan di atas, inilah
hipotesis pertama yang dapat dibentuk:
H, : Pemeriksaan Pajak berpengaruh negatif terhadap Tax Evasion
2.  Pengaruh Penegakan Hukum terhadap Tax Evasion

Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk dilakukannya
proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata
untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum dalam
kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum dianggap bukan sekedar
proses penegakan hukum yang ada di negara tersebut, tetapi diyakini
bahwa penegakan hukum akan mencakup aspek perilaku manusia yang
menimbulkan banyak masalah-masalah akibat dari adanya
ketidaksesuaian perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh manusia.
Penegakan hukum harus dilakukan secara top down dari penegak
hukum hingga kepada masyarakat. Jika pemerintah bertindak sebagai
pencegah para penjahat dan penghindar pajak untuk menghindari agar
tidak melakukan tindakan tax evasion untuk tujuan apapun, sehingga
wajib pajak akan sadar dan peduli akan peran penting pajak tanpa
diikuti dengan tindakan tax evasion. Dengan kata lain, semakin tinggi
tingkat penegakan hukum pajak (law enforcement), semakin rendah
praktik tax evasion. Sebaliknya, semakin rendah lembaga penegak

hukum (law enforcement), semakin tinggi praktik tax evasion yang

%0 patayana Fitra, Pengaruh Sistem Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Kecenderungan
Personal, Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Kemungkinan Penggelapan Pajak (Riau, 2017).



terjadi. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan
olenh Sri Ayem (2018) yang menyatakan bahwa penegakan hukum
berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.>? Sesuai dari
penjelasan di atas, berikut hipotesis kedua yang dapat dirumuskan:
H,: Penegakan Hukum berpengaruh negatif terhadap Tax Evasion
Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Tax Evasion
Berdasarkan Menurut Peraturan Dirjen Pajak No. PER-03/PJ/2013
tentang Pedoman Penyuluuhan Perpajakan, sosialisasi perpajakan
merupakan upaya penyampaian informasi terkait perpajakan kepada
masyarakat umum, dunia usaha, dan lembaga swasta dan negeri.
Pengertian lainnya sosialisasi dapat juga merujuk pada upaya Dirjen
Pajak guna memberikan pamahaman, membagi informasi, serta
melakukan pembinaan pada masyarakat umum dan wajib pajak tentang
perpajakan dan ketentuan umum perpajakan.>? Sosialisasi ini diberikan
kepada calon Wajib Pajak, Wajib Pajak baru, dan Wajib Pajak terdaftar
yang guna meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan
Wajib Pajak, mengubah tindakan dan perilaku mereka supaya semakin

paham, sadar, dan tertarik untuk memenuhi kewajibannya.>®* Namun

51 Ayem and Listiani, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum (Law
Enforcement) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai
Penggelapan Pajak (Tax Evasion).”

52 Sri Ayem and Listiani Listiani, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum
(Law Enforcement) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai
Penggelapan Pajak (Tax Evasion),” Jurnal Riset Akuntansi Terpadu 12, no. 1 (2019): 103-
112.

53 Sudrajat, “Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak Pengetahuan Perpajakan,
Dan Kepatuhan Pajak.”



saat ini kegiatan sosialisasi perpajakan di KPP Madya Surabaya
dilakukan secara virtual mengingat saat ini masih mengalami pandemi
Covid-19 yang tidak diperkenankan untuk dilakukan secara langsung.
Hal ini akan berdampak pada pemahaman dan kesadaran wajib pajak
terkait dengan kewajiban perpajakannya. Hal ini juga memungkinkan
bagi Wajib Pajak untuk tetap melakukan tindakan tax evasion karena
ingin memanfaatkan celah dan kesempatan yang terjadi saat ini.
Penelitian terdahulu yang sesuai dilakukan oleh Dewi Kusuma, dkk
(2018) menunjukkan bahwa sosialisasi memiliki pengaruh positif dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.>* Penelitian lainnya oleh Sri
Ayem (2018) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak
berpengaruh terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Sesuai
penjelasan di atas, berikut hipotesis ketiga yang dapat dibentuk:
Hs: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh Positif terhadap Tax
Evasion

4. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penegakan Hukum, dan Sosialisasi
Perpajakan secara simultan terhadap Tax Evasion

Saat ini masih terjadi pandemi Covid-19, sehingga untuk upaya

yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus kecurangan
tax evasion salah satunya yaitu dengan dilakukannya pemeriksaan

pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan guna menguji kepatuhan wajib

% Dewi Kusuma Wardani and Ratna Monica Pricillia, “Effect of Corporate Social
Responsibility (Csr), Profitability, and Profit Management on Tax Evasion,”
Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang llmu Ekonomi 14, no. 1 (2019): 56.



pajak apakah wajib pajak telah memenuhi atau belum kewajibannya
sebagai pembayar pajak. Oleh karena itu, Jika pemeriksaan pajak telah
dilaksanakan dengan baik yang sesuai dengan ketentuan perpajakan,
serta diimbangi dengan penegakan hukum melalui kepastian hukum,
kemanfaatan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat, maka dapat
memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran tax evasion agar
mengurungkan niat ketika akan melakukan tindakan tax evasion dengan
tujuan dan alasan apapun. Dengan begitu wajib pajak akan mengetahui
bahwa pajak berperan penting bagi negara, sehingga akan membuat
mereka menghindari tindakan yang melanggar Undang-Undang
Perpajakan karena hal tersebut tidak hanya merugikan negara tetapi
juga masyarakat. Serta dengan dilakukannya sosialisasi perpajakan
yang menyeluruh dan berkala, maka dapat berpengaruh pada kesadaran
wajib pajak. Jika seorang wajib pajak telah menyadari kewajibannya
atas perpajakannya maka akan otomatis patuh akan ketentuan
perpajakan yang berlaku dan akan melaksanakan pemenuhan
kewajiban perpajakannya sehingga dengan begitu dapat mencegah dan
mengurangi terjadinya tindak penggelapan pajak di Indonesia. Namun,
walaupun kegiatan pemeriksaan pajak, penegakan hukum dan
sosialisasi perpajakan dilakukan secara online dapat tetap berpengaruh
terhadap tax evasion. Dengan begitu, maka dapat dapat ditarik

kesimpulan bahwa variabel pemeriksaan pajak, penegakan hukum, dan



sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap tax evasion. Berikut

hipotesis yang dapat dibentuk:
Hai: Pemeriksaan Pajak, Penegakan Hukum, dan Sosialisasi

Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Tax Evasion



BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan penelitian yang bersifat
rasional, empiris, dan sistematis untuk memperolen data kemudian
digunakan untuk tujuan dan kegunaan.>® Jenis pendekatan pada penelitian
ini yaitu kuantitatif guna untuk menyatakan adanya hubungan diantara lebih
dari dua variabel.>® Rancangan dalam penelitian ini menggunakan penelitian
dalam bentuk kausal, dimana hal ini bertujuan untuk menemukan adanya
pengaruh atau tidak dari pemeriksaan, penegakan hukum, dan sosialisasi

perpajakan terhadap tax evasion di KPP Madya Surabaya.

B. Waktu dan Tempat Penelitian
1. Waktu Penelitian
Jangka waktu penelitian yang diperlukan untuk menyusun laporan
ini diperkirakan selama 6 bulan, mulai 15 Februari hingga 15 Juni 2021.
2. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya
yang beralamat di JI. Jagir Wonokromo No. 100-104, Wonokromo,

Surabaya.

% Grahita Chandrarin, Metode Riset Akuntansi: Pendekatan Kuantitatif (Jakarta:
Salemba Empat, 2015), 125.

% Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D (Bandung: Penerbit
Alfabeta, 2016), 2.
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C. Populasi dan Sampel Penelitian

Sekumpulan dari beberapa elemen yang memiliki karakteristik
tertentu yang kemudian digunakan untuk menentukan kesimpulan disebut
juga dengan populasi.>” Populasi adalah suatu sekumpulan individu atau
peristiwa yang sedang diselidiki. Sedangkan sampel adalah bagian dari
jumlah dan karakteristik populasi tersebut. Setelah peneliti menentukan
ruang lingkup, langkah selanjutnya adalah menentukan populasi beserta
sampel penelitianya. Subyek penelitian ini terdiri dari Wajib Pajak badan
yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya. Sampel yang
digunakan berupa Wajib Pajak Badan aktif di KPP Madya Surabaya. KPP
Madya Surabaya dipilih sebagai tempat penelitian dikarenakan pada KPP
tersebut terdapat jumlah Wajib Pajak Badan terbanyak dan terbesar di
Surabaya.

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel berupa
accidental sampling. Teknik ini ditentukan berdasarkan kebetulan, yaitu
konsumen yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat
digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu
cocok sebagai sumber data. Perhitungan ukuran sampel digunakanlah rumus

slovin sebagai berikut: (Vygoma, 2018) yaitu:

N

1+N.e?
1200

= 1+(1200).(0,1)2

n =92,1 = 92 Responden

7 1bid., 80.



Sesuai dengan perhitungan rumus Slovin dengan populasi yang
berjumlah 1.200 WP Badan (KPP Madya, 2020) dan batas toleransi
kesalahan 10% menghasilkan hingga 92 Wajib Pajak Badan pada saat
penelitian ini.

D. Variabel Penelitian

Menurut Kidder (1981), mengemukakan bahwa variabel adalah
suatu kualitas dimana peneliti akan mempelajari dan menarik kesimpulan
dari variabel yang digunakan.>® Variabel penelitian merupakan segala
sesuatu yang dapat diukur, baik yang berwujud maupun tidak berwujud,
serta diuraikan secara jelas baik operasional maupun konspetual.>® Dalam
sebuah penelitian, sebelum memulai pengumpulan data penulis harus
menentukan secara jelas variabel yang akan digunakan dalam penelitiannya.
Pada penelitian ini peneliti menggunakan variabel independen atau variabel
bebas yang berupa pemeriksaan pajak, penegakan hukum, dan sosialisasi
perpajakan.

E. Definisi Operasional
1. Pemeriksaan Pajak (X;)
Pemeriksaan pajak dapat dikatakan suatu kegiatan dalam
mengumpulkan, mengolah data, keterangan, atau bukti yang
didasarkan pada suatu standar pemeriksaan yang bertujuan guna

menguji ketaatan Wajib Pajak dalam membayarr pajak yang

58 Kidder, “Research Methods in Social Relations,” Holt, Rineheart & Winston, Inc
(New York, 1981).
% 1bid., 82.



dilaksanakan baik secara objektif maupun profesional.®® Dalam Self
Assessment System, terdapat bagian penting dari fungsi pengawasan
yaitu pemeriksaan pajak, dimana pemeriksaan pajak bertujuan untuk
menguji atau memeriksa kebenaran data, informasi dan bukti
lainnya terkait dengan laporan beban pajak yang terutang.
Pemeriksaan pajak dilakukan secara berkesinambungan dari waku
ke waktu, merupakan salah satu bentuk perwujudan dari
pengawasan dan pembinaan yang harus dilakukan oleh pemerintah.
Berikut indikator dari pemeriksaan pajak yang akan digunakan
antara lain:
a. Pemeriksaan rutin untuk pengawasan wajib pajak;
b. Jika terjadi tindak pidana di bidang perpajakan, maka harus
dilakukan pemeriksaan khusus;
c. Pemeriksaan pajak mendorong wajib pajak untuk bersikap
sesuai dengan keadaan sesungguhnya;
d. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk mennguji ketaatan wajib
pajak.
2. Penegakan Hukum (X3)
Penegakan hukum adalah upaya menyeimbangkan nilai-nilai
hukum terdapat tertuang pada Undang-Undang yang kemudian

direfleksikan ketika akan bersikap dan bertindak di dalam kehidupan

% Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.”



bermasyarakat guna terciptanya keamanan, kenyamanan, kepastian
hukum, dan keadilan bagi semua orang dengan diterapkannya sanksi
hukum. Sesuai Pasal 29 UU No. 28 tahun 2007, dimana Dirjen Pajak
memiliki kewenangan untuk memverifikasi kepatuhan wajib pajak
serta menegakkan hukum perpajakan (law enforcement) dengan
melalui pemeriksaan pajak, penyidikan pajak, dan penagihan pajak.
Namun, penegakan hukum bukan dianggap sebagai suatu tindakan
yang deterministik. Dengan kata lain, menerapkan hukum pada suatu
peristiwa dapat dibandingkan dengan menggambar garis diantaradua
titik.%! Sehingga ketika menegakkan harus memperhatikan beberapa
hal seperti kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi seluruh
masyarakat. Sehingga Maka penegakan hukum pajak dapat
dikatakan sebagai suatu proses upaya dalam mewujudkan
keinginann hukum yang telah dijabarkan pada Undang-Undang
perpajakan agar menjadi kenyataan.

Berikut indikator dari penegakan pajak yang akan digunakan
antara lain:
a. Penerapan sanksi perpajakan;
b. Perlakuan adil;
c. Sanksi yang memberatkan;

d. Pengenaan sanksi sebagai sarana mendidik;

81 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah
(Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).



e. Penegakan hukum pajak harus tanpa toleransi.
3. Sosialisasi Perpajakan (Xs)

Penegakan hukum adalah upaya menyeimbangkan nilai-nilai hukum
terdapat tertuang pada Undang-Undang yang kemudian direfleksikan
ketika akan bersikap dan bertindak di dalam kehidupan bermasyarakat
guna terciptanya keamanan, kenyamanan, kepastian hukum, dan
keadilan bagi semua orang dengan diterapkannya sanksi hukum. Sesuai
Pasal 29 UU No. 28 tahun 2007, dimana Dirjen Pajak memiliki
kewenangan untuk memverifikasi kepatuhan wajib pajak serta
menegakkan hukum perpajakan (law enforcement) dengan melalui
pemeriksaan pajak, penyidikan pajak, dan penagihan pajak. Namun,
penegakan hukum bukan dianggap sebagai suatu tindakan yang
deterministik. Dengan kata lain, menerapkan hukum pada suatu
peristiwa dapat dibandingkan dengan menggambar garis diantaradua
titik.%2 Sehingga ketika menegakkan harus memperhatikan beberapa hal
seperti kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi seluruh
masyarakat. Sehingga Maka penegakan hukum pajak dapat dikatakan
sebagai suatu proses upaya dalam mewujudkan keinginann hukum yang
telah dijabarkan pada Undang-Undang perpajakan agar menjadi

kenyataan.

82 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah
(Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).



Berikut indikator dari penegakan pajak yang akan digunakan
antara lain:

Berikut indikator dari sosialisasi perpajakan yang akan
digunakan antara lain:

a. Tata Cara sosialisasi pajak

b. Frekuensi sosialisasi pajak

c. Kejelasan sosialisasi pajak uang diberikan Petugas Pajak

d. Pengetahuan Perpajakan

4. Tax Evasion (Y)

Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang
dilakukan guna untuk meminimalisir ataupun meloloskan diri untuk
tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dapat disebut juga dengan
tax evasion. Tax evasion dapat dikatakan juga sebagai penggelapan
pajak, yang dimana memiliki arti suatu upaya yang dilakukan oleh
wajib pajak guna meminimalkan, meniadakan, dan memanipulasi data
beban pajak yang seharusnya dipenuhi, sehingga hal itu akan
meloloskan diri dari kewajiban pajak yang harus ditanggung seperti
yang sudah tertuang di dalam ketentuan perpajakan yang berlaku.%3
Penggelapan pajak akan berdampak pada seluruh bidang kehidupan
masyarakat, diantaranya bidang ekonomi, psikologi, dan keuangan.

Perilaku penggelapan pajak merupakan suatu perilaku yang

63 Rahayu, Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal, 147.



menyimpang dari ketentuan perpajakan, hal tersebut tidak seharusnya
untuk dilakukan oleh wajib pajak karena termasuk tindakan yang
bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Berikut indikator yang
digunakan dalam penggelapan pajak antara lain:
a. Penyampaian SPT tidak dilakukan secara tepat waktu ;
b. Menyalahgunakan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
c. Penyampaian SPT dilakukan dengan tidak lengkap atau
sesuai;
d. Pajak yang dipungut tidak disetorkan sebagaimana mestinya;
e. Melaporkan penghasilan lebih rendah dan tidak sesuai
kenyataan
Sesuai uraian definisi variabel diatas, dalam penelitian ini
peneliti memilih mengukur variabel pemeriksaan pajak, penegakan
hukum, sosialisasi perpajakan dan tax evasion menggunakan skala
likert yang ditunjukkan dengan adanya pernyataan yang bersifat
positif hingga negatif. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan
5 (lima) item pertanyaan.Instrumen yang digunakan sebagai pilihan
jawaban berupa kata-kata antara lain (1) Sangat Setuju (ST); (2)
Setuju (S); (3) Netral; (4) Tidak Setuju (TS); (5) Sangat Tidak

Setuju (STS).



F. Uji Validitas dan Reliabilitas
1. Uji Validitas Instrumen

Uji validitas dapat dikatakan suatu instrumen dilakukan guna
untuk mengetahui derajat ketepatan antara data sesungguhnya yang
terjadi pada obyek dengan data yang dikumpulkan oleh penelitii
dalam penelitian kuantitatif. Penelitian ini menguji 4 (empat)
variabel, yaitu pemeriksaan pajak, penegakan hukum, sosialisasi
perpajakan dan tax evasion. Uji validitas pada penelitian ini
menggunakan uji product moment yang berarti menghitung
koefisien korelasi antara skor pertanyaan yang terdapat dalam
kuesioner dengan skor total pada variabel masing-masing yang
diperoleh dari jawaban responden. Berikut dasar pengambilan
keputusan dalam uji validitas yaitu:
a. Jika nilai rmitung > raber, dinyatakan valid
b. Jika nilai ritung < rtavel, dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas Instrumen

Uji realibilitas instrumen dilakukan dengan tujuan untuk
mengukur suatu pertanyaan yang berasal dari angket yang dijadikan
pertanyaan atau pernyataan dari variabel dalam suatu penelitian.
Suatu penelitian dapat dikatakan realiabel jika jawaban kuesioner
dari seseorang terhadap pertanyaan dan pernyataan dapat konsisten
dari waktu ke waktu sehingga akan menghasilkan data yang reliabel.

Penelitian kali ini menggunakan pengujian Cronbcah’s Alpha. Suatu



kuesioner dalam pengujian menggunakan Cronbach’s Alpha jika
mempunyai nilai Cronbach’s Alpha > 0,60, maka kuesioner tersebut

dapat dikatakan reliabel.®

G. Data dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari
penyebaran Kkuesioner atau angket kepada Wajib Pajak badan yang
terdaftar di KPP Madya Surabaya.
H. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan
data berupa penyebaran kuesioner (angket). Kuesioner akan disebarkan,

dihimpun, dan dikumpulkan secara langsung.

I. Teknik Analisis Data
1. Statisik Deskriptif
Peneliti menggunakan uji statistik deskriptif yang bertujuan untuk
menguji dan menerangkan suatu karakteristik sampel penelitian.
Biasanya berbentuk tabel yang memuat nama variabel, mean, standar
deviasi, maksimum, minimum, dan selanjutnya diuraikan dalam bentuk

uraian penjelasan dari hasil isi tabel perhitungan yang disajikan.

64 Sarjono, SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi Untuk Riset (Jakarta:
Salemba Empat, 2011), 45.



2. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji ini dilakukan guna untuk melihat terdapat ada atau
tidaknya normal probability plot dengan cara membandingkan
distribusi normal dengan distribusi kumulatif. Uji normalitas pada
penelitian ini yaitu dengan metode Kolmogorov Smirnov, dan model
regresi dapat dikatakan baik dimana setidaknya harus mendekati
normal. Jika nilai probabilitas lebih besar dari > 0,05, maka data
berdistribusi normal.
b. Uji Multikolinearitas
Asumsi yang dilakukan untuk menguji ada atau maupun
tidak adanya korelasi antara variabel-variabel bebas (independen)
disebut juga dengan uji asumsi multikolinearitas, dimana untuk
mendeteksi adanya multikolinearitas  peneliti menggunakan
tolerance value atau VIF (Variance Inflation Factor) dengan dasar
sebagai berikut:®°
1. Jika hasil nilai VIF < 10, maka tidak terjadi masalah
multikolinearitas.

2. Jika hasil nilai VIF > 10, maka terjadi masalah multikolinearitas.

% Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Mutivariate (Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, 2018), 108.



c. Uji Heterokedatisitas
Uji heterokedatisitas menunjukkan bahwa untuk semua
pengamatan akan memiliki varians yang tidak sama®®. Uji
heterokedatisitas dapat dilihat dari pola titik-titik pada scatterplot
melalui uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan mengkorelasikan
antara variabel independen dengan absolut residual hasil regresi,
sehingga peneliti menggunakan uji Glejser. Berikut dasar
pengabilan keputusan yang dapat dilakukan dalam uji
heterokedatisitas yaitu:
1. Jika nilai p > 0,05 , maka dapat disimpulkan tidak adanya
masalah heteroskedastisitas.
2. Jika nilai p < 0,05 , maka dapat disimpulkan terdapat adanya
masalah heteroskedastisitas
3. Analisis Regresi Linear Berganda
Teknik analisis yang digunakan dalan penelitian ini yaitu analisis
regresi berganda. Analisis regresi berganda dilakukan untuk
mengetahui pengaruh dari variabel independen yaitu pemeriksaan
pajak, penegakan hukum, sosialisasi perpajakan, terhadap variabel
dependen yang berupa tax evasion. Persamaan regresi yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu:

Y=a+By X3 +P2 Xz +PB3 X3 +e

% Sarjono, SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi Untuk Riset, 66.



Keterangan:
Y : Penggelapan Pajak
a : Konstanta

Bi;PB2;Pz  : Koefisien Regresi

X4 : Pemeriksaan Pajak
X, : Penegakan Hukum
X3 : Sosialisasi Perpajakan
e : Standar Error

a. Uji Statistik T

Uji-t dilakukan untuk mengetahui secara parsial pengaruh
variabel independen yang diteliti terhadap variabel dependen. Untuk
melihat seberapa besar pengaruh tersebut dapat dilihat dengan
melihat nilai signifikasinya dengan dasar:®’

1. Jika nilai p < 0,05, secara statistik signifikan.
2. Jika nilai p> 0,05, secara statitsik tidak signifikan.
b. Uji Hipotesis Statistik Fisher (F)

Uji F dilakukan guna untuk menguji secara simultan
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria
dalam pengujiannya dengan melihat hasil nilai F dan nilai
signifikansi p. Untuk melihat seberapa besar pengaruh tersebut
dapat dilihat dengan melihat nilai signifikasinya dengan dasar:

1. Jikanilai p < 0,05, secara statistik signifikan

®7 1bid., 163.



C.

2. Jika nilai p > 0,05, secara statitsik tidak signifikan
Koefisien Determinasi (R?)

Uji ini dilakukan guna menunjukkan proporsi pemeriksaan
pajak yang mampu menjelaskan variasi dari pemeriksaan pajak,
penegakan hukum, sosialisasi perpajakan terhadap tax evasion.
Serta guna melihat seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak,
penegakan hukum, sosialisasi perpajakan terhadap tax evasion. Nilai
Adjusted R2 ditunjukkan dengan besaran persentase. Nilai Adjusted
R2 yang diperoleh dapat mewakili jumlah persen dari variabel
yang telah digunakan dalam model penelitian ini, kemudian untuk
sisa nilai persentase Adjusted R2 menunjukkan variabel lainnya yang

diluar dalam model penelitian.



BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Deskripsi Umum Objek Penelitian
1. Tempat dan Waktu Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini yaitu dengan menyebarkan angket
atau kuesioner kepada Wajib Pajak Badan (WP Badan) yang terdaftar di
Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya yang beralamat di Jalan Jagir
Wonokromo No. 104, Surabaya.

Teknik pengambilan sampel penelitian ini berupa Simple Random
sampling, artinya memilih anggota sampel secara random tanpa
mempertimbangkan tingkatan populasi. Teknik Random sampling
dipilih karena pertimbangan lokasi, kondisi, dan keadaan yang
memungkinkan bagi peneliti untuk menjangkau tempat tersebut, serta
mempermudah peneliti dalam mengumpulan sampel secara random.
Pembagian kuesioner dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Madya Surabaya yang diperkirakan selama 6 bulan, mulai 15 Februari
hingga 15 Juni 2021.

Dalam penelitian ini proses penyebaran kuesioner dilakukan dengan
cara membagikan kuesioner kepada wajib pajak yang sedang menunggu
dan menyelesaikan urusan perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak
Pajak Madya Surabaya. Berikut disajikan pada tabel 4.1 distribusi

pengembalian jumlah kuisioner:
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Tabel 4.1

Data Sampel Penelitian

Jumlah Persentase
No Keterangan Kuesioner (%)
1 Jumlah kuesioner yang disebar 92 100%
Jumlah kuesioner yang tidak
2 kembali 0 0%
Jumlah kuesioner yang tidak dapat
3 diolah 0 100%
4 Kuesioner yang dapat diolah 92 100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Kuesioner yang disebarkan berjumlah 92 buah dan yang kembali
sebanyak 92 buah atau 100%, serta kuesioner yang dapat diolah
sebanyak 92 buah atau 100%.

Karakteristik Responden

Karakteristik responden diukur dengan menggunakan skala interval
yang akan menunjukkan besarnya frekuensi absolut dari persentase jenis
kelamin dan umur responden. Responden dalam penelitian ini adalah
Wajib Pajak Badan yang ada di KPP Madya Surabaya. Kemudian
diperoleh sejumlah 92 responden yang dijadikan sampel dalam
penelitian ini. Berikut data terkait dengan karakteristik responden:

Tabel 4.2

Data Statistik Responden

Persentase
Deskripsi Jumlah (%)
Jumlah
Responden
Jenis Kelamin | Pria 67 73%
Wanita 25 27%




Jumlah Responden
92 100%
< 25 tahun 24 26%
25— 35 tahun 39 43%
Umur 36— 45 tahun 16 17%
Responden | > 45 tahun 13 14%

Sumber data: Data Primer yang diolah, 2021
Tabel diatas menerangkan terkait dengan data responden

berdasarkan jenis kelamin dan umur responden. Berikut penjelasan
terkait dengan data responden disajikan dalam bentuk gambar grafik :

Gambar 4.1

Data Statistik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan Jenis Kelamin

= Pria = Wanita =

Sumber: data primer yang diolah, 2021

Sesuai dengan grafik di atas, jika dilihat dari jenis kelamin
menunjukkan bahwa jumlah jumlah responden didominasi oleh jenis
kelamin pria sejumlah 67 responden atau sekitar 73%. Untuk responden
berjenis kelamin wanita berjumlah sekitar 25 responden atau 27%.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak berjenis kelamin pria

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



lebih mendominasi dibandingkan wanita yang berkunjung ke Kantor
Pajak baik untuk melakukan konsultasi, pembayaran, atau urusan
lainnya.

Gambar 4.2
Data Statistik Responden Berdasarkan Umur Responden

Berdasarkan Umur

m<25tahun = 25-35tahun = 36-45 tahun > 45 tahun

Sumber : data primer yang diolah, 2021

Sesuai dengan grafik responden berdasarkan umur menunjukkan
bahwa umur responden < 25 tahun berjumlah 24 orang atau sebesar
26%, umur responden 25 — 35 tahun berjumlah 39 orang atau sebesar
43%, umur responden 36 — 45 tahun berjumlah 16 orang atau 17%,
dan umur responden >45 tahun berjumlah 13 orang atau 14%. Hal ini
membuktikan bahwa Wajib Pajak yang mendatangi Kantor Pajak baik
untuk melakukan konsultasi, pembayaran, atau urusan lainnya

didominaasi oleh Wajib Pajak yang berusia 25 — 35 tahun.
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B. Analisis Data
1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas penelitian ini menggunakan uji product moment
yang berarti menghitung koefisien korelasi antara skor pertanyaan
di dalam kuesioner dengan skor total pada variabel masing-masing
yang diperoleh dari jawaban responden. Pengujian validitas
dilakukan untuk semua variabel penelitian berupa pemeriksaan
pajak, penegakan hukum, sosialisasi perpajakan, dan tax evasion.
Setiap item pertanyaan atau pernyataan dinyatkan valid jika nilai
koefisien Kkorelasi rnitung > rtaber , Sebaliknya jika nilai rhitung < rtabel,
maka item pertanyaan dinyatkan tidak valid. Tabel berikut disajikan
hasil uji validitas variabel pemeriksaan pajak terhadap 92
responden.

Tabel 4.4

Hasil Uji Validitas Variabel Pemeriksaan Pajak

Pertanyaan Nilai rhitung Nilai rapel Kriteria
X1.1 0,808 0,2028 Valid
X2.2 0,825 0,2028 Valid
X3.3 0,473 0,2028 Valid
X4.4 0,724 0,2028 Valid

Sumber: data primer yang diolah, 2021
Tabel 4.5

Hasil Uji Validitas Variabel Penegakan Hukum

Pertanyaan Nilali rhitung Nilai rtapel Kriteria

X2.1 0,758 0,2028 Valid




X2.2 0,798 0,2028 Valid
X2.3 0,853 0,2028 Valid
X2.4 0,693 0,2028 Valid
X2.5 0,476 0,2028 Valid

Sumber: data primer yang diolah, 2021
Tabel 4.6

Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Perpajakan

Pertanyaan Nilai rhitung Nilai riapel Kriteria
X3.1 0,703 0,2028 Valid
X3.2 0,747 0,2028 Valid
X3.3 0,889 0,2028 Valid
X3.4 0,781 0,2028 Valid
X3.5 0,703 0,2028 Valid
X3.6 0,747 0,2028 Valid
X3.7 0,889 0,2028 Valid
X3.8 0,781 0,2028 Valid

Sumber: data primer yang diolah, 2021
Tabel 4.7

Hasil Uji Validitas Variabel Tax Evasion (Penggelapan Pajak)

Pertanyaan Nilai rhitung Nilai reapel Kriteria
Y1 0,726 0,2028 Valid
Y2 0,772 0,2028 Valid
Y3 0,783 0,2028 Valid
Y4 0,739 0,2028 Valid
Y5 0,759 0,2028 Valid
Y6 0,783 0,2028 Valid

Sumber: data primer yang diolah, 2021

Hal ini menunjukkan bahwa semua item pernyataan di setiap
variabel yang terdapat di kuesioner dapat dikatakan valid karena
mempunyai nilai koefisien korelasi rhiung > rtabel. Serta mampu

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.



b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas akan dilakukan jika semua instrumen

telah dinyatakan validitasnya. Pengujian

ini  diukur dengan

menggunakan Cronbcah’s Alpha dengan menggunakan program

SPSS 25 yang dilakukan dengan menggunakan Cronbach’s Alpha,

dan data dapat dinyatakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha >

0,60. Berikut tabel yang menunjukkan hasil uji reliabilitas data dari

penelitian ini.
Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas
Cronbach’s
Variabel Alpha N of Items Reliabel
Pemeriksaan Pajak 0,689 4 \
Penegakan Hukum 0,761 D \J
Sosialisasi
Perpajakan 0,910 8 \J
Tax Evasion 0,853 6 v

Sumber: data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa di setiap variabel

memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0,60. Dibuktikan dengan variabel

pemeriksaan pajak memiliki nilai sebesar 0,689, penegakan hukum

memiliki nilai sebesar 0,761, sosialisasi perpajakan memiliki nilai 0,910,

dan tax evasion memiliki

nilai sebesar 0,853. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa pernyataan dari seluruh variabel yang terdapat di

kuesioner dapat dikatakan reliabel. Hal ini dapat disimpulkan bahwa

setiap item pernyataan yang digunakan dalam kuesioner akan diperoleh

data yang konsisten dari waktu ke waktu, yang berarti bila pernyataan itu




diajukan kembali akan diperoleh jawaban dari responden yang relatif
sama dengan jawaban sebelumnya.
. Analisis Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif bertujuan untuk menguji dan menerangkan
suatu karakteristik dari sampel yang diteliti. Biasanya berbentuk tabel
yang memuat nama variabel, mean, standar deviasi, maksimum,
minimum, dan selanjutnya diuraikan dalam bentuk uraian penjelasan dari
hasil isi tabel perhitungan yang disajikan. Berikut disajikan tabel statistik
deskriptif.

Tabel 4.3 Statistik Deskriptif

Std
n | Minimum | Maximum | Mean | Deviation
Pemeriksaan Pajak 92 2,25 5,00 3,5598 | 0, 74066
Penegakan Hukum 92 2,00 5,00 3,7087 | 0,68286
Sosialisasi Perpajakan | 92 2,25 5,00 3,6413 | 0,72182
Tax Evasion 92 2,67 5,00 3,9396 | 0,64013

Sumber: data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, mendeskrisikan bahwa jumlah responden

(N) sebanyak 92 Wajib Pajak. Dari 92 responden dapat diketahui bahwa

dari variabel independen yang berupa pemeriksaan pajak memiliki nilai

minimum sebesar 2,25, nilai maksimum sebesar 5,00, nilai mean sebesar

3,5598, dan dengan standar deviasi sebesar 0,74066. Penegakan hukum

memiliki nilai minimum sebesar 2,00, nilai maksimum sebesar 5,00, nilai

mean sebesar 3,7087, dan dengan standar deviasi sebesar 0,68286.

Sosialisasi perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 29,00, nilai




maksimum sebesar 2,25, nilai mean sebesar 3,6413, dan dengan standar
deviasi sebesar 0,72182. Sedangkan pada variabel dependen yang berupa
tax evasion memiliki nilai minimum sebesar 2,67, nilai maksimum
sebesar 5,00, nilai mean sebesar 3,9396, dan dengan standar deviasi
sebesar 0,64013.
3. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji ini dilakukan guna untuk mengetahui ada atau tidaknya
normal probability plot dengan cara membandingkan distribusi
normal dengan distribusi kumulatif. Uji normalitas yang digunakan
yaitu metode Kolmogorov Smirnov, model regresi dapat dikatakan
baik dimana setidaknya harus mendekati normal. Jika nilai
probabilitas lebih besar dari > 0,05, maka data berdistribusi normal.
Berikut disajikan tabel hasil pengujian normalitas yang dilakukan

dengan uji Kolmogorov-Smirnowv :

Tabel 4.9 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnowv

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual
N 92
Normal Parameters° Mean .0000000
Std. Deviation .54965386
Most Extreme Differences Absolute .074
Positive 074
Negative -.049
Kolmogorov-Smirnov Z .710
Asymp. Sig. (2-tailed) .694




a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : output SPSS 2021

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa data yang
terdapat dalam penelitian ini berdistribusi normal hal ini dapat

terlihat dari perolehan nilai signifikansi sebesar 0,694 > 0,05.
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Gambar 4.3 Uji Normalitas P-Plot
Berdasarkan gambar diatas, memperlihatkan bahwa
kecondongan garis regresi antara kanan dan kiri memiliki kesamaan
sehingga membuktikan bahwa penelitin ini memiliki data yang

distribusi normal.



b.

Mormal P-P Plot of Regression Standardized Residual
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Gambar 4.4 Uji Normalitas P-Plot

Berdasarkan pada gambar Uji normalitas P-Plot di atas
menunjukkan bahwa titik- titik yang berada disekitar garis diagonal
sehingga dapat disimplkan bahwa data memiliki distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji asumsi multikolinearitas dilakukan untuk menguji ada
atau maupun tidak adanya korelasi antara variabel-variabel bebas
(independen), dimana untuk mendeteksi adanya multikolinearitas

dilakukan dengan mencari nilai VIF (Varians Inflantions Factor)



C.

dan Tolerance. Kriteria yang digunakan untuk mendeteksi tidak
terjadi adanya multikolinearitas apabila nilai tolerance > 0,1 atau

VIF < 10. Berikut ini disajikan hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4.10
Hasil Uji Mulitikolinearitas
Nilai
Variabel Nilai VIF Keterangan
Tolerance
Tidak
Pemeriksaan Pajak 0,757 1,321 | Multikolinearitas
Tidak
Penegakan Hukum 0,799 1,251 | Multikolinearitas
Sosialisasi Tidak
Perpajakan 0,693 1,442 | Multikolinearitas

Sumber : data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa variabel
pemeriksaan pajak memiliki nilai tolerance sebesar 0,757 > 0,1 dan
nilai VIF sebesar 1,321 < 10, variabel penegakan hukum memiliki
nilai tolerance sebesar 0,799 > 0,1 dan nilai VIF sebesar 1,251 < 10,
variabel sosialiasasi perpajakan memiliki nilai tolerance sebesar
0,693 > 0,1 dan nilai VIF sebesar 1,442 < 10. Hal ini dapat
disimpulkan bahwa setiap variabel tidak ditemukan adanya korelasi
antar variabel bebas (independen) dalam model regresi, sehingga
dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam peneltian ini tidak

terjadi multikolinearitas.

Uji Heterokedatisitas

Uji heterokedatisitas diketahui dengan melihat pola titik-titik
pada scatterplot melalui uji Glejser. Kriteria yang digunakan untuk

mendeteksi tidak terjadi adanya indikasi heterokedasitas apabila



nilai

sig

> 0.05. Berikut

heteroskedastisitas.

Tabel 4.11

ditampilkan

Hasil Uji Glijser

hasil

pengujian

Variabel Nilai Signifikansi
Pemeriksaan Pajak 0,914
Penegakan Hukum 0,401

Sosialisasi Perpajakan 0,117

Sumber : data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa seluruh

variabel dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi > 0,05. Hal

ini dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak ada indikasi

heterokedatisitas.

Regression Studentized Residual
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Gambar 4.5 Uji Heterokedatisitas Scatterplot




Sesuai pada gambar uji scatterplot di atas menunjukkan jika
titik-titik tersebut tersebar saling terpisah dan membentuk pola yang
tidak beraturan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan jika terjadi
perbedaan variance dari residual dari satu pengamatan ke
pengamatan lainnya, serta tidak terdapat heterokedatisitas dalam
model regresi yang digunakan.

4. Teknik Analisis Linear Berganda
a.  Analisis Regresi Berganda
Teknik analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian
ini dengan variabel independen yaitu pemeriksaan pajak,
penegakan hukum, sosialisasi perpajakan, dan variabel dependen
yang berupa tax evasion..

Tabel 4.12 Hasil Uji Linear Berganda

Coefficients?

Standardize
Unstandardized d
Coefficients Coefficients
Std.

Model B Error Beta t Sig.
(Constant) 2.183 391 5.586 .000
Pemeriksaan Pajak -.138 .091 -.160 -1.521 132
Penegakan Hukum .359 .096 .383 3.745 .000
Sosialisasi .252 .097 .284 2.580 .012
Perpajakan

a. Dependent Variable: Tax Evation

Sumber : output SPSS 2021



Model regresi dalam penelitian ini dilakukan guna menguji

beberapa hipotesis seperti pemeriksaan pajak, penegakan hukum,

dan sosialisasi perpajakan terhadap tax evasion.

Y =2,183-0,138 PP + 0,359 PH + 0,252 SP + ¢

Keterangan:

Y : Proksi tax evasion

PP : Pemeriksaan Pajak

PH : Penegakan Hukum

SP : Sosialisasi Perpajakan

e : Faktor penganggu diluar model

Persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa:

1.

2.

Koefisien konstanta sebesar 2,183 yang berarti bahwa tax
evasion akan bernilai 2,183 apabila masing-masing variabel
independen yang berupa pemeriksaan pajak, penegakan
hukum, dan sosialisasi perpajakan dianggap nol atau bernilai
konstan.

Variabel X; (pemeriksaan pajak) memiliki koefisien regresi
bernilai negatif sebesar 0,138 yang berarti bahwa setiap
kenaikan satu satuan variabel independen X; (pemeriksaan
pajak) dengan asumsi variabel independen lainnya akan
bernilai tetap, maka tax evasion mengalami penurunan

sebesar -0,138. Hal ini menunjukkan bahwa H; yang



b.

Uji T

menyatakan pemeriksaan pajak berpengaruh negatif
terhadap tax evasion tidak didukung.

Variabel X, (penegakan hukum) memiliki koefisien regresi
bernilai positif sebesar 0,359 yang berarti bahwa setiap
kenaikan satu satuan variabel independen X, (penegakan
hukum) dengan asumsi variabel independen lainnya akan
bernilai tetap, maka tax evasion mengalami kenaikan
sebesar 0,359. Hal ini menunjukkan bahwa H, yang
menyatakan penegakan hukum berpengaruh positif terhadap
tax evasion tidak didukung.

Variabel X; (sosialisasi perpajakan) memiliki koefisien
regresi bernilai positif sebesar 0,252 yang berarti bahwa
setiap kenaikan satu satuan variabel independen X;
(sosialisasi perpajakan) dengan asumsi variabel independen
lainnya akan bernilai tetap, maka tax evasion mengalami
kenaikan sebesar 0,252. Hal ini menunjukkan bahwa Hs
yang menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif

terhadap tax evasion didukung.

Uji T ini dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung

dengan t tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada

masing-masing t hitung.



Tabel 4.13 Hasil Uji T

Coefficients?

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
(Constant) 2.183 391 5.586 .000
Pemeriksaan Pajak -.138 .091 -.160 -1.521 132
Penegakan Hukum .359 .096 .383 3.745 .000
Sosialisasi Perpajakan .252 .097 .284 2.580 .012

a. Dependent Variable: Tax Evation

Sumber : output SPSS 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan

antara lain :

1.

3.

Nilai signifikansi untuk pengaruh X; (pemeriksaan pajak)

terhadap Y (tax evasion) yaitu sebesar -0,132 > 0,05 dan nilai

t hitung sebesar -1,521 < t tabel 1,665, sehingga dapat

disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak secara parsial tidak

berpengaruh terhadap tax evasion.

Nilai signifikansi untuk pengaruh X, (penegakan hukum

terhadap Y (tax evasion) yaitu sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t

hitung sebesar 3,745 > t tabel 1,665, sehingga dapat

disimpulkan bahwa penegakan hukum

berpengaruh signifikan terhadap tax evasion.

Nilai signifikansi untuk pengaruh X; (sosialisasi perpajakan)

terhadap Y (tax evasion) yaitu sebesar 0,012 < 0,05 dan nilai

secara parsial

t hitung sebesar 2,580 > t tabel 1,665, sehingga dapat




disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap tax evasion.

Uji F

Uji F dilakukan guna untuk menguji secara simultan

pengaruh pemeriksaan pajak, penegakan hukum, dan sosialisasi

perpajakan terhadap tax evaison. Berikut ini ditampilkan tabel hasil

uji signifikansi F :

Tabel 4.14 Hasil Uji F

ANOVA?2
Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
Regression 9.796 3 3.265| 10.452 .000P
Residual 27.493 88 312
Total 37.289 91

a. Dependent Variable: Tax Evation

b. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum,

Pemeriksaan Pajak

Sumber : Output SPSS 2021

Jika F tabel dihitung dengan rumus berikut ini :

F tabel

F tabel

Dimana :

= (K; n-k)
=(3; 92-3)
=(3; 89)

=2,70

N= jumlah sampel

K= jumlah variabel bebas




Berdasarkan tabel di atas, dapat diperoleh nilai F hitung
sebesar 10,452 > dari F tabel 2,70 dan nilai signifikansi sebesar
0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan jika terdapat pengaruh
secara simultan pemeriksaan pajak, penegakan hukum, dan
sosialisasi perpjakan terhadap tax evasion.

Uji Koefisien Determinasi (R?)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur
seberapa besar variabel dependen yang berupa tax evasion
dipengaruhi oleh variabel independen yang berupa pemeriksaan
pajak, penegakan hukum, dan sosialisasi perpajakan. Adapun hasil
dari uji koefisien determinasi disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Adjusted R Std. Error of the
Model R R Square Square Estimate

1 5132 .263 .238 .55894

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum,

Pemeriksaan Pajak

Sumber : Output SPSS 2021

Adjusted Keterangan
R Square

Variabel Independen memiliki pengaruh
0,513 sebesar 51,3 % terhadap variabel dependen
Sumber: data primer diolah, 2021

Menurut tabel di atas, menunjukkan bahwa diperoleh nilai
Adjusted R Square sebesar 0.117. Sehingga kesimpulannya bahwa

besarnya pengaruh yang diberikan oleh pemeriksaan pajak,



penegakan hukum, dan sosialisasi perpajakan terhadap tax evasion
sebesar 11,7%. Sedangkan sisa nilai Adjusted R Square sebesar
88,3% menyatakan variabel tax evasion dipengaruhi oleh faktor

lain yang tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini.



BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Tax Evasion (Penggelapan
Pajak)

Dalam pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan hasil
bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tax
evasion sebesar 0,132 > 0,05 dan nilai t hitung sebesar -1,521 < t tabel 1,665.
Hasil ini mengindikasikan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh
terhadap tax evasion. Dengan demikian, hasil pengujian H; menunjukkan
bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap tax evasion tidak
didukung, artinya bahwa meskipun pemeriksaan pajak telah dilakukan oleh
Dirjen pajak secara virtual (online), tidak menutup kemungkinan wajib
pajak tetap akan melakukan tax evasion, sehingga hal tersebut berpengaruh
terhadap tingkat penggelapan pajak yang akan semakin tinggi

Hal ini dikarenakan bahwa saat ini masih terjadi pandemi Covid-19
yang menyebabkan adanya kebijakan pelonggaran terkait dengan
pemeriksaan pajak serta pemeriksaan pajak tidak memungkinkan untuk
dilakukan secara langsung. Pemeriksaan pajak yang biasanya dilakukan
melalui komunikasi tatap muka, peminjaman dokumen, pemanggilan WP,
untuk sementara waktu dilakukan tanpa kontak fisik, namun dapat
dilakukan melalui email, telepon, chat, dan saluran online lainnya. Hal

tersebut ternyata juga tidak menghalangi wajib pajak untuk tetap
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menghindari tindakan tax evasion atau selalu ada jalan bagi Wajib Pajak
untuk melakukan tindakan tersebut meskipun pemeriksaan pajak telah
dilakukan secara online. Karena ketika Wajib Pajak telah mempunyai niat
yang kuat untuk melakukan tindakan tax evasion, maka kemungkinan besar
tindakan tersebut akan tetap dilakukan. Pemeriksaan pajak dirasa sangat
penting untuk dilakukan guna menilai kepatuhan wajib pajak serta untuk
mendeteksi sedini mungkin adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh
wajib pajak. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak merasa takut ketika akan
melakukan penggelapan pajak, karena wajib pajak akan merasa terkontrol
dan dipantau, sehingga akan lebih mengindari sanksi yang akan
diberikannya jika ia tidak menaati peraturan perpajakan yang berlaku serta
jika wajib pajak terindikasi melakukan tindak kecurangan penggelapan
pajak, maka fiskus selaku Direktoral Jenderal Pajak akan mengetahui dan
segera melakukan tindak lanjut kepada wajib pajak yang bersangkutan.
Namun banyak wajib pajak masih memanfaatkan kelengahan dan
kelonggaran dalam pemeriksaan pajak untuk melakukan tindak tax evasion
demi menghindari maupun mengurangi beban perpajakannya. Wajib Pajak
akan selalu mencoba berbagai cara maupun strategi dalam upaya melakukan
tax evasion, karena wajib pajak menilai jika tax evasion merupakan
tindakan yang etis atau diperbolehkan walaupun pemeriksaan pajak telah
dilakukan secara intens atau tidak karena berpendapat akan mendapat

bantuan kerjasama antara Wajib Pajak dengan fiskus. Oleh karena itu



pemeriksaan pajak harus dilakukan secara benat, intens dan selalu
berpedoman terhadap peraturan perpajakan yang ada.

Namun hal ini tidak sesuai dengan penelitian terdahulu oleh vygoma
(2018), Widjaja et al. (2017), dan Purwanto et al. (2017) yang menyatakan
bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tax evasion. Menurutnya
pemeriksaan pajak dengan penggelapan pajak memiliki hubungan bahwa
jika pemeriksaan pajak dilakukan secara intens, masif dan sesuai dengan
peraturan perpajakan, maka tingkat penggelapan pajak akan semakin rendah

dan jarang terjadi.

. Pengaruh Penegakan Hukum terhadap Tax Evasion (Penggelapan
Pajak)

Dalam pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan hasil
bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh penegakan hukum terhadap tax
evasion adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung sebesar 3,745 > t tabel
1,665. Hasil ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum berpengaruh
positif secara signifikan terhadap tax evasion. Dengan demikian, H, yang
menunjukkan bahwa penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap tax
evasion tidak didukung. Hal ini berarti bahwa jika penegakan hukum telah
dilakukan dan ditegakkan tidak menutup kemungkinan wajib pajak tetap
akan melakukan tax evasion, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap

tingkat penggelapan pajak yang akan semakin tinggi



Penegakan hukum adalah bagian dari upaya pemerintah sedang
dilakukan secara efektif untuk mencegah pelanggar pajak dan penghindar
pajak terlibat dalam proses pajak ilegal untuk tujuan atau alasan apapun,
oleh sebab itu wajib pajak harus menyadari betapa pentingnya pajak tanpa
diikuti dengan melakukan tindakan tax evasion. Dimana penegakan hukum
harus lebih ditingkakan lagi untuk mengurangi niat para wajib pajak ketika
akan melakukan tax evasion. Jika penegakan hukum dilakukan secara top
down dari penegak hukum kepada masyarakat maka akan memberikan efek
jera kepada pelaku pelanggaran maupun penggelapan pajak agar tidak tidak
melakukan penggelapan pajak dengan maksud dan alasan apapun, maka
wajib pajak akan tahu pentingnya pajak tanpa adanya penggelapan pajak.
Namun, yang menjadi tantangan dalam melakukan penegakan hukum saat
ini masih terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan adanya kebijakan
yang terkait dengan penegakan hukum yang tidak memungkinkan untuk
dilakukan secara langsung, serta terdapat kebijakan-kebijakan baru yang
membuat Dirjen Pajak untuk cepat beradaptasi dan segara
mengimplementasikan hal tersebut ke dalam kegiatan penegakan hukum
yang dilakukannya, dimana untuk sementara waktu seluruh kegiatan harus
dilakukan secara online. Sehingga hal tersebut secara tidak langsung dapat
memberikan celah dan kesempatan kembali bagi Wajib Pajak untuk tetap
melakukan tindakan ilegal seperti tax evasion. Karena ketika Wajib Pajak
telah mempunyai niat yang kuat untuk melakukan tindakan tax evasion,

maka kemungkinan besar tindakan tersebut akan tetap dilakukan. Ditambah



lagi untuk saat ini Wajib Pajak Badan juga mengalami tekanan ekonomi
yang dapat menyebabkan Wajib Pajak untuk mencari segala cara untuk
meoloskan diri dari pembayaran pajak. Oleh sebab itu, disimpulkan bahwa
semakin tinggi tingkat penegakan hukum pajak (law enforcement) yang
dilakukan pada masa pandemi Covid-19, tidak dapat menurunkan tingkat
tax evasion atau dapat meningkatkan tingkat tax evasion. Sebaliknya,
semakin rendah penegakan hukum (law enforcement) yang dilakukan di
masa pandemi, tetap akan menyebabkan tax evasion akan mengalami
peningkatan. Penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan Si Ayem
(2019), yang menyatakan bahwa penegakan hukum berpengaruh negatif

terhadap tax evasion.

. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Tax Evasion (Penggelapan
Pajak)

Dalam pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan hasil
bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh X; (sosialisasi perpajakan)
terhadap Y (tax evasion) adalah sebesar 0,012 < 0,05 dan nilai t hitung
sebesar 2,580 > t tabel 1,665. Hasil ini mengindikasikan bahwa sosialisasi
perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap tax evasion.
Dengan demikian, Hs menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan
berpengaruh positif terhadap tax evasion didukung yang berarti bahwa
semakin tinggi sosialisasi perpajakan yang dilakukan KPP Madya Surabaya

akan semakin tinggi pula keinginan Wajib Pajak untuk tetap melakukan



tindakan tax evasion. Sosialisasi perpajakan dapat diartikan juga sebagai
upaya penyampaian informasi terkait perpajakan kepada masyarakat umum,
dunia usaha, dan lembaga swasta dan negeri. Jika Dirjen Pajak memberikan
pamahaman, pemahaman, pengetahuan, pembinaan dan keterampilan
Wajib Pajak, hal tersebut dapat mengubah pola pikir, tindakan dan perilaku
mereka supaya semakin paham, sadar, dan tertarik untuk memenuhi
kewajibannya.®® Dengan begitu Wajib Pajak akan semakin mengetahui akan
tindakan yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan dalam
bidang perpajakan. Jika wajib pajak dapat membedakan tindakan legal dan
illegal dalam perpajakan, maka hal tersebut dapat mempengaruhi setiap
tindakan yang akan dilakukan WP, WP akan lebih berhati-hati dan akan
menghindari tindakan yang dapat melanggar ketentuan umum perpajakan.
Sehingga hal tersebur akan meminimalisir tindakan yang merugikan negara
seperti penggelapan pajak. Namun, yang menjadi tantangan dalam
melakukan sosialisasi perpajakan saat ini adalah keterbatasan kegiatan yang
dapat dilakukan saat pandemi Covid-19, dimana saat ini kegiatan sosialisasi
perpajakan yang biasanya dilakukan secara langsung dialihakan untuk
dilakukan secara virtual. Hal ini secara tidak langsung dapat memberikan
celah dan kesempatan kembali bagi Wajib Pajak untuk tetap melakukan
tindakan ilegal seperti tax evasion. Karena ketika Wajib Pajak telah

mempunyai niat yang kuat untuk melakukan tindakan tax evasion, maka
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kemungkinan besar tindakan tersebut akan tetap dilakukan. Ditambah lagi
untuk saat ini Wajib Pajak Badan juga mengalami kendala ketika mengikuti
kegiatan sosialisasi perpajakan, yang menyebabkan Wajib Pajak seringkali
melewatkan informasi-informasi penting terkait dengan perpajakan seperti
pemberian insentif. Dengan keterbatasan informasi yang diterima dapat
menyebabkan Wajib Pajak untuk menghindarkan diri dari membayar pajak
dengan mencari segala cara untuk meoloskan diri dari perpajakannya. Oleh
sebab itu, disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan
yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19, tidak dapat menurunkan
tingkat tax evasion atau dapat meningkatkan tingkat tax evasion.
Sebaliknya, semakin rendah sosialisasi perpajakan yang dilakukan di masa
pandemi, tetap akan menyebabkan tax evasion akan mengalami
peningkatan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan Si Ayem (2019),
yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif
terhadap tax evasion. Menurutnya walaupun dengan adanya sosialisasi
perpajakan hal tersebut akan membuat wajib pajak takut atau menghindari
tindakan tax evasion.

. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penegakan Hukum, dan Sosialisasi
Perpajakan secara simultan terhadap Tax Evasion

Dalam pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan hasil

bahwa nilai F hitung sebesar 10,452 > dari F tabel sebesar 2,70 dan nilai

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa



terdapat pengaruh secara simultan pemeriksaan pajak, penegakan hukum,
dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap tax evasion. Hal ini
menyatakan bahwa semakin tinggi pemeriksaan pajak, penegakan hukum,
dan sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh fiskus baik dilakukan secara
langsung maupun tidak langsung di masa pandemi Covid-19, maka dapat
berpengaruh terhadap tax evasion sehingga akan berdampak pada

penurunan kasus tax evasion.



BAB VI

PENUTUP
a. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan

pajak, penegakan hukum, dan sosialisasi perpajakan terhadap tax evasion di

masa pandemi Covid-19. Responden dalam penelitian ini berjumlah 92

Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya

Surabaya. Berdasarkan pada data yang dikumpulkan, dihitung, dan

dianalisis dengan menggunakan model regresi linear berganda.

Berikut ini adalah hasil kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tax evasion.
Artinya meskipun pemeriksaan pajak telah dilakukan oleh Dirjen pajak
tidak menutup kemungkinan bagi Wajib Pajak tetap akan melakukan tax
evasion, sehingga dapat mengakibatkan tingkat tax evasion semakin
tinggi. Hal ini disebabkan karena kebijakan terbaru yang dikeluarkan
pemerintah selama masa pandemi Covid-19 yang menyatakan bahwa
untuk seluruh kegiatan pemeriksaan pajak dilakukan secara tidak
langsung (online). Sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh Wajib Pajak
untuk tetap melakukan tindakan tax evasion karena merasa masih
terdapat celah, dan kesempatan dengan dilakukan secara online.
Ditambah lagi tekanan yang didapatkan dari faktor eksternal yang

membuat Wajib Pajak yakin untuk tetap melakukan tindakan ilegalnya.
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2. Penegakan hukum berpengaruh positif signifikan terhadap tax evasion.
Artinya semakin tinggi tingkat penegakan hukum pajak (law
enforcement) yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19, tidak dapat
menurunkan tingkat tax evasion atau dapat meningkatkan tingkat tax
evasion. Sebaliknya, semakin rendah penegakan hukum (law
enforcement) yang dilakukan di masa pandemi, tetap akan menyebabkan
tax evasion akan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena
kebijakan terbaru yang dikeluarkan pemerintah selama masa pandemi
Covid-19 yang menyatakan bahwa untuk seluruh kegiatan penegakan
pajak dilakukan secara tidak langsung (online). Sehingga hal tersebut
dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk tetap melakukan tindakan tax
evasion karena merasa masih terdapat celah, dan kesempatan dengan
dilakukan secara online. Ditambah lagi tekanan yang didapatkan dari
faktor eksternal yang membuat Wajib Pajak yakin untuk tetap melakukan

tindakan ilegalnya.

3. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap tax
evasion. Artinya semakin tinggi sosialisasi perpajakan yang dilakukan
KPP Madya Surabaya selama pandemi Covid-19, maka akan semakin
tinggi pula keinginan Wajib Pajak untuk tetap melakukan tindakan tax
evasion, sehingga hal tersebut tax evasion tidak nengalami penurunan
justru akan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena kebijakan
terbaru yang dikeluarkan pemerintah selama masa pandemi Covid-19

yang menyatakan bahwa untuk seluruh kegiatan sosialisasi pajak



dilakukan secara tidak langsung (online). Sehingga hal tersebut
dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk tetap melakukan tindakan tax
evasion karena merasa masih terdapat celah, dan kesempatan dengan
dilakukan secara online. Ditambah lagi tekanan yang didapatkan dari
faktor eksternal yang membuat Wajib Pajak yakin untuk tetap melakukan

tindakan ilegalnya.

Pemeriksaan pajak, penegakan hukum, dan sosialisasi perpajakan secara
simultan berpengaruh terhadap tax evasion. Artinya bahwa semakin
tinggi pemeriksaan pajak, penegakan hukum, dan sosialisasi perpajakan
yang dilakukan oleh fiskus baik dilakukan secara langsung maupun tidak
langsung di masa pandemi Covid-19, maka dapat berpengaruh terhadap

tax evasion sehingga akan berdampak pada penurunan kasus tax evasion.

b. Saran

Adapun berikut saran yang dapat disampaikan oleh penulis kepada

masyarakat umum baik wajib pajak, fiskus, maupun peneliti selanjutnya

agar ketika akan melakukan penelitian dengan tema yang serupa dapat

dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

1.

Wajib Pajak masih banyak masih banyak yang menganggap penelitian
yang bertemakan tentang tax evasion bersifat rahasia, sehingga
tanggapan responden masih belum mencerminkan kenyataan yang ada
secara akurat, sehingga membuat hasil penelitian tidak sesuai dengan
yang diharapkan. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat

meyakinkan wajib pajak akan kerahasiaan data yang diperoleh sehingga



membuat hasil penelitian lebih akurat dan sesuai dengan yang
diharapkan.

Bagi wajib pajak disarankan agar lebih aktif mengikuti sosialisasi dan
pelatihan yang diadakan oleh DJP serta rutin mengakses website
Direktorat Jendral Pajak guna meningkatkan pengetahuan wajib pajak
mengenai perpajakan serta untuk lebih sering mengikuti seminar atau
sosialisasi perpajakan di masa pandemi Covid-19 yang diadakan oleh
Dirjen Pajak

Bagi KPP Madya Surabaya, diharapkan untuk tetap melakukan
kegiatan baik pemeriksaan pajak, penegakan hukum, dan sosialisai
perpajakan secara maksimal walaupun segala kegiatan dilakukan secara
online maupun virtual.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan variabel lain
seperti religiusitas dan moral pajak guna untuk mengukur perilaku tax
evasion olen Wajib Pajak badan yang terdaftar pada KPP Madya
Surabaya. Atau dapat juga membandingkan kegiatan pemeriksaan
pajak, penegakan hukum, dan sosialisasi perpajakan sebelum dan

sesudah pandemi Covid-19.
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